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Artinya: “Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, agar mereka menjaga
pandangannya, dan memelihara kemaluannya, yang demikian itu lebih
suci bagi mereka. Sungguh Allah Maha Mengetahui apa yang mereka
perbuat” (QS. An-Nur ayat 30)*

1 Mushaf Maryam, Alquran dan Terjemahan, (Jakarta:Maryam), 353.
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ABSTRAK

Ita Kamelia, 2022: Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun
2017 Tentang Pedoman Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Terhadap
Korban Perkara Pelecehan Seksual studi kasus Pengadilan Negeri Jember.

Kata Kunci : Perma No.3 Tahun 2017, Perempuan berhadapan dengan hukum,
pelecehan seksual.

Perma No.3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perempuan
berhadapan dengan hukum yang dibuat oleh Mahkamah Agung mengatur tentang
tata cara mengadili seorang perempuan yang terlibat dalam masalah hukum baik
perdata maupun pidana. Perma No0.3/2017 juga dapat menjadi acuan hakim dalam
memutus dan mempertimbangkan suatu perkara dalam Pengadilan Negeri Jember
yang sering menangani perempuan berhadapan dengan hukum entah sebagai
korban, saksi, atau pelaku. Khususnya tindak pidana pelecehan seksual yang
korbannya perempuan yang dampaknya sangat banyak dan membutuhkan
keadilan dan kepastian hukum.

Penelitian ini membahas terkait bagaimana proses pemeriksaan perempuan
berhadapan dengan hukum dan bagaimana implementasi Perma No.3 Tahun 2017
di Pengadilan Negeri Jember.

Peneliti memiliki tujuan untuk mengetahui dan mempelajari secara
langsung terkait implementasi Perma No.3 Tahun 2017 dan peneliti ingin
mengetahui secara langsung bagaimana proses pemeriksaan perempuan
berhadapan dengan hukum di Pengadilan Negeri Jember.

Penelitian yang digunakan adalah peneliatian kualitatis dengan jenis studi
kasus. Dengan menggunakan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan
dokumentasi. Kemudian teknik analisis data menggunakan cara induktif, yakni
peneliti turun lansung kelapangan, menganalisis, menarik kesimpulan serta
menafsirkan fakta dan fenomena yang ditemukan dilapangan.
penelitian lapangan yang mengharuskan peneliti terjun langsung ke lapangan.
Dalam

kesimpulannya adalah dalam proses pemeriksaan perkara perempuan
berhadapan dengan hukum di Pengadilan Negeri Jember sudah menerapkan
Perma No.3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan
Dengan Hukum, karena setiap langkah-langkah pemeriksaan perkara selalu
menunjukan sikap adil tanpa ada perkataan yang merendahkan.
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BAB |
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Mahkamah Agung adalah lembaga Negara yang memiliki wewenang
dalam mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan
di bawah undang-undang terhadap undang-undang, serta memiliki wewenang
lainnya yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945. MA yakni lembaga
tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang menjadi pemegang
kekuasaan kehakiman bersama dengan Mahkamah Konstitusi bahkan sistem
pengadilannya besifat final dan mengikat.? Wewenang MA menurut pasal 24A
Ayat (3) UUD 1945 yaitu untuk memeriksa dan memutus permohonan kasasi,
menguji peraturan perundang-undangan di bawah UU terhadap UU, dan
mempunyai wewenang lain yang diberikan oleh Undang-Undang.?

Perma No. 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara
perempuan berhadapan dengan hukum di dalamnya memiliki 5 bab, yakni bab
1 ketentuan umum, bab 2 asas dan tujuan, bab 3 pemeriksaan perkara, bab 4
pemeriksaan uji materiil, dan bab 5 ketentuan penutup.*

Pada saat ini kasus Pelecehan seksual bukan lagi hanya masalah

individu, tapi lebih luasnya termasuk dalam masalah kejahatan yang berasal

2 Kevin Angkouw, “Fungsi Mahkamah Agung Sebagai Pengawas Internal Tugas Hakim Dalam
Proses Peradilan,”( jurnal Lex Administratum), (Tahun 2014): 131

® Saldi Isra, “Titik Singgung Wewenang Mahkamah Agung Dengan Mahkamah Konstitusi”,
(Jurnal Hukum Dan Peradilan), (Tahun 2015): 20.

* Rizky Silvia Putri, Amar Ma’ruf, “Implementasi Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017
Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Terhadap Perkara
Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Tanjung Karang”, (Jurnal, Universitas Negeri Lampung),
(Tahun 2018), 164.



dari nilai dan faktor budaya sosial, politik dan ekonomi dalam lingkungan itu
sendiri, Dalam pandangan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyatakan
perilaku kekerasan kepada perempuan wajib disebut melalui kekerasan yang
sifatnya pada fisik, psikologis, atau seksual yang terjadi. Dalam lingkup
keluarga seperti pemukulan, menyalahgunakan seorang anak perempuan yang
ada didalam rumah tangga dalam hal seksual, pemerkosaan dalam perkawinan,
melakukan hal yang membahayakan seperti praktek tradisi yang akhirnya
berdampak negatif. pemanfaatan seks dalam lingkup sosial termasuk
perkosaan, tempat pendidikan, perbedaan di tempat kerja dan tempat tertentu
lainnya, jual-beli perempuan, pemaksaan untuk melayani laki-laki yang tidak
dikenali tidak dilarang oleh negara manapun. Ada beberapa bentuk-bentuk
kekerasan gender terhadap perempuan seperti halnya pelecehan dan lainnya,
kekerasan terhadap diri-sendiri, KDRT, kekerasan publik/negara.’

Bentuk umum dari pelecehan seksual yaitu secara verbal dan secara fisik,
secara verbal lebih sering terjadi dibandingkan pelechan seksual secara fisik.
Pelecehan seksual dalam bentuk verbal yaitu bujukan seksual yang tidak
diinginkan, pesan atau gurauan yang terus menerus dilakukan dan mengarah
kepada hal yang bersifat seksual ataupun menghina dan merendahkan,
ungkapan langsung terkait penampilan, seperti tubuh atau pakaian perempuan
yang mengarah kepada seksual, bahkan permintaan pelayanan seksual yang
diungkapkan dengan ancaman langsung atau tidak langsung. Sedangkan

pelecehan seksual dalam bentuk fisik adalah tatapan yang sugestif kepada

® Supanto,“Pelecehan Seksual Sebagai Kekerasan Gender Antisipasi Hukum Pidana”, (Jurnal
social dan pembangunan), (Tahun 2004): 290.



bagian tubuh perempuan seperti menatap payudara, pinggul atau bagian tubuh
intim lainnya, lirikan yang menggoda seperti mengedip — ngedipkan mata,
meraba, mencubit, meremas, mencium, mendekap dalam situasi yang
mendukung seperti di tempat sepi dan didalam ruangan, dan usaha untuk
melakukan pemerkosaan.®
Jika mengingat sejarah tindak pidana yang sejak dulu ada hal ini
termasuk suatu bentuk kejahatan klasik yang akan terus mengikuti
perkembangan lingkup budaya itu sendiri, bahkan hal ini akan terus ada dan
berkembang meskipun tidak berbeda jauh dengan sebelumnya.’
Berdasarkan pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia
1945 menjelaskan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri sendiri,
keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda, serta berhak mendapat
perlindungan dan rasa aman dari berbagai ancama.®
Setiap manusia berhak dapat kemudahan dan perlakuan khusus agar
mendapatkan manfaat dan kesempatan yang sama agar tercapainya keadilan
yang dalam hal ini sudah dijelaskan dalam Pasal 28H Ayat (2) Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia.’
Dalam skripsi-ini peneliti tertarik untuk meneliti dan-mengkaji lebih dalam
bagaimana proses peradilan pidana pada saat perempuan berhadapan dengan

hukum dalam perkara pelecehan seksual apakah sudah sesuai dengan Perma

® Sri Kurnianingsih, “Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan Di Tempat Kerja”, (Jurnal Buletin
Psikologi), (Tahun 2003): 117

’ Siti Dwi Marwayanti, “Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Pelecehan Seksual (Studi
Kasus Tahun 2011-2013 Di Kota Makassar) ”,(Skripsi, Universitas Hasanuddin Makassar, 2015).

8 Anggun Malinda, “Perempuan dalam sistem peradilan pidana (tersangka, terdakwa, terpidana,
saksi dan korban)”, (Yogyakarta: Garudhawaca, 2016), 152.

% Malinda, Perempuan dalam sistem peradilan pidana, 152.



No.3 Tahun 2017 di Pengadilan Negeri Jember. Dalam proses penelitian yang
dilakukan, peneliti akan membatasi waktu penelitian yakni dari bulan Februari
2022 sampai dengan bulan Mei 2022 dengan alasan agar peneliti mendapatkan
data perkara terbaru dari Pengadilan Negeri Jember terkait kasus pelecehan
seksual.

Berdasarkan definisi di atas, peneliti tertarik menulis dengan judul
“Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017

Tentang Pedoman Mengadili Atas Perkara Korban Pelecehan Seksual
(Studi Kasus Pengadilan Negeri Jember)”

B. Fokus Penelitian
1. Bagaimana proses pemeriksaan perempuan berhadapan dengan hukum
terhadap perkara pelecehan seksual studi kasus Pengadilan Negeri Jember?
2. Bagaimana implementasi Perma No.3 Tahun 2017 tentang pedoman
mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum di Pengadilan
Negeri Jember?
C. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini adalah sebuah pandangan yang akan peneliti tuju
didalam penelitian yang akan dilakukan. Penelitian ini berfokus pada subtansi
pembahasan dari masalah yang ada dalam rumusan masalah.*®

Adapun tujuan masalah antara lain:

19 Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, (Jember: IAIN
Jember, 2020), 45.



1. Untuk mengetahui dan mempelajari Bagaimana proses pemeriksaan
perempuan yang berhadapan dengan hukum terhadap perkara pelecehan
seksual di Pengadilan Negeri Jember.

2. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana implementasi Perma No.3
Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan
dengan hukum di Pengadilan Negeri Jember.

D. Manfaat Penelitian
Manfaat penelitian membahas tentang hal apakah yang akan bermanfaat
setelah penelitian tersebut dilakukan.'* Berdasarkan apa yang sudah
dipaparkan diatas yaitu fokus penelitian dan tujuan penelitian maka penelitian
juga bisa memberikan manfaat praktis dan teoritis, yaitu:
1. Manfaat Teoritis
a. Memberikan informasi kepada seluruh penegak hukum lebih
khususnya yang ada di dalam lingkup Pengadilan Negeri Jember
terkait Implementasi Perma No.3 Tahun 2017 di Pengadilan Negeri
Jember dalam perkara pelecehan seksual.

b. Dapat dijadikan bahan refrensi untuk peneliti lainnya dalam
mendalami ilmu ‘pengetahuan, serta dapat - menambah wawasan

khususnya dalam peristiwa perempuan berhadapan dengan hukum.

1 Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember, 45.



2. Manfaat Praktis

a. Bagi peneliti
Sebagai pengalaman awal melakukan penelitian, serta menambah
wawasan pengetahuan terkait perempuan berhadapan dengan hukum
berdasarkan fakta dan bukti yang nyata.

b. Bagi masyarakat
Dalam penelitian ini diharapkan berguna bagi masyarakat daerah
kabupaten jember, agar masyarakat dapat mengetahui dengan jelas
bagaimana Implementasi Perma No.3 Tahun 2017 tentang pedoman
mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum di
Pengadilan Negeri Jember dan bagaimana proses pemeriksaan
perempuan berhadapan dengan hukum terhadap perkara pelecehan
seksual di Pengadilan Negeri Jember.

c. Bagi Pengadilan Negeri Kabupaten Jember
Sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja yang telah dilakukan di
Pengadilan Negeri Jember.

E. Definisi Istilah
1. Implementasi

Implementasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah

pelaksanaan atau penerapan. Sedangkan menurut istilah implementasi

adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang

berwenang dan berkepentingan, baik pemerintah maupun swasta yang

bertujuan untuk mewujudkan cita-cita serta tujuan yang telah di tetapkan.



Implementasi berkaitan dengan berbagai tindakan yang dilakukan untuk
melaksanakan dan merealisasikan program yang telah disusun demi
tercapainya tujuan dari program yang telah direncanakan.*?
2. Perma No.3 Tahun 2017
Perma No. 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara
perempuan berhadapan dengan hukum dibuat dengan tujuan agar
melindungi dan menjamin  hak perempuan serta upaya untuk
menghilangkan diskriminasi bagi perempuan agar dapat mewujudkan
kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan.’* Dalam Perma No.3
Tahun 2017 bukan hanya untuk melindungi perempuan sebagai korban,
akan tetapi dalam hal ini mencakup perempuan yang berhadapan dengan
hukum dalam hal perempuan sebagai saksi, korban, dan sebagai pihak.
3. Perempuan Berhadapan Dengan Hukum
Dalam Pasal 1 Perma No. 3 Tahun 2017 perempuan berhadapan
dengan hukum yaitu mereka yang mempunyai konfilk atau masalah
hukum. Dalam hal ini perempuan ada di beberapa pihak yaitu: perempuan
menjadi korban, saksi, dan pihak.
Dalam' penelitian ini peneliti membahas tentang perempuan sebagai
korban kasus pelecehan seksual yang proses peradilannya di tangani oleh

Pengadilan Negeri Jember.

12 Adelina, "Implementasi Pergub No.7 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program
Jaminan Kesehatan Aceh Di Kecamatan Linge Kabupaten Aceh Tengah™ (Skripsi, Universitas
Medan Area), (Tahun 2018), 7.

13 Ulfiana Linda Utami, “Implementasi Perma NO. 3 Tahun 2017 Terhadap Hak Perempuan Dan
Hak Anak Sebagai Akibat Dari Perceraian Di Pengadilan Agama Semarang”, (Skripsi,
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2019), 22.



4. Pelecehan Seksual

Pelecehan seksual adalah tindakan atau pendekatan yang berhubungan
dengan seks yang tidak diinginkan, seperti permintaan untuk melakukan
seks, dan tindakan lain yang secara langsung atau tidak mengarah pada
seks. pelecenan seksual dapat diartikan suatu penghinaan atau
menganggap rendah suatu orang dikarenakan hal yang berkaitan dengan
seks, jenis kelamin antara laki —laki dan perempuan.**

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahsan berisi tentang alur pembahasan Skripsi dari
bab pendahuluan sampai bab penutup. supaya memberikan gambaran yang
utuh serta mengahasilkan karya tulis yang sistematis. Oleh karena itu peneliti
menyusun sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab | Pendahuluan. Dalam Bab ini diuraikan tentang latar belakang
masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah
pustaka, metode penelitian, sistematika pembahasan, daftar pustaka. Bab
pendahuluan ini sebagai jembatan awal untuk mengantarkan penelitian pada
bab selanjutnya.

Bab 11 berisi tentang kajian teori. Tinjauan-umum Perma No.3 Tahun
2017, Perlindungan hukum untuk perempuan berhadapan dengan hukum
ditinaju dari Perma No.3 Tahun 2017, dan Pelecehan seksual. Dalam bab ini
juga menjelaskan penelitian terdahulu yang diambil dari beberapa Skripsi dan

Jurnal.

4 Marwayanti, Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Pelecehan Seksual, 19.



Bab 11l Metode penelitian, dalam bab ini berisi tentang pendekatan
penelitian yang dilakukan penulis, jenis penelitian yang dilakukan penulis,
letak lokasi penelitian, apa subjek dalam penelitian, teknik penelitian, cara
pengumpulkan data yang dilakukan penulis, analisis data, kebasahan data serta
tahap-tahap penelitian.

Bab IV Penyajian data dan analisis, pada bab ini berisi mengenai
proses pemeriksaan perempuan berhadapan dengan hukum yang di ambil dari
studi kasus perkara Nomor : 108/Pid.Sus/2022/PN jmr dan perkara Nomor :
49/Pid.B/2022 PN jmr, Implementasi Perma No.3 Tahun 2017 tentang
perempuan berhadapan dengan hukum di Pengadian Negeri Jember. serta
pembahasan temuan, tentang proses pemeriksaan perempuan berhadapan
dengan hukum terhadap korban pelecehan seksual di Pengadilan Negeri
Jember, terkait implementasi Perma No. 3 Tahun 2017 di Pengadilan Negeri
Jember sudah diterapkan atau tidak.

Bab V Penutup, yang meliputi kesimpulan dan saran. Dalam bab ini
diuraikan mengenai kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang

dikemukakan dan diakhiri dengan saran-saran bagi pihak yang terkait.



BAB I1
KAJIAN KEPUSTAKAAN
A. Penelitian Terdahulu
Demi mendukung penelitian, maka penulis terlebih dahulu melakukan
analisis terhadap karya ilmiah yang lebih memiliki relevansi mengenai topik
yang akan diteliti, yaitu:

1. Ulfiana Linda Utami. 2019. Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN
Walisongo. Skripsi yang berjudul implementasi Perma No.3 tahun 2017
terhadap hak perempuan dan hak anak sebagai akibat dari perceraian di
pengadilan agama semarang membahas tentang hak anak dan perempuan
sebelum dan sesudah diberlakukan Perma No. 3 tahun 2017 di Pengadilan
Agama Semarang, penulis juga menyimpulan bahwasaannya Perma No. 3
Tahun 2017 dapat dijadikan acuan bagi hakim untuk melindungi hak-hak
anak yang timbul dari perceraian orang tuanya.™

Persamaan dengan penelitian ini ialah membahas terkait Perma
No.3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perempuan berhadapan
dengan hukum.

Perbedaan dengan penelitian ini ialah-judul yang peneliti bahas
mengenai dengan bagaimana implementasi Perma No.3 Tahun 2017 di
pengadilan negeri jember pada saat perempuan menjadi korban pelecehan

seksual. Objek dalam penelitian juga berbeda karena dalam penelitian ini

15 Ulfiana Linda Utami, “Implementasi Perma No 3 Tahun 2017 Terhadap Hak Perempuan Dan
Hak Anak Sebagai Akibat Dari Perceraian Di Pengadilan Agama Semarang”, (Skripsi, Uiversitas
Islam Negeri Walisongo, 2019).
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ialah di Pengadilan Negeri sedangkan dalam penelitian terdahulu ialah di
Pengadilan Agama.

2. Anri Supriadi. 2019. Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam, IAIN Curup.
Judul skripsi ini pelaksanaan Perma No.3 Tahun 2017 tentang pedoman
mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum di Pengadilan
Agama Curup membahas tentang Pandangan Hakim Pengadilan Agama
Curup Terhadap Pemberlakuan Perma No.3 Tahun 2017 dan juga
bagaimana pandangan para pihak terkait pemberlakuan Perma No. 3
Tahun 2017 serta memahas hambatan-hambatan disaat pelaksanaan Perma
tersebut. Dalam penelitian ini penulis dapat mengetahu bagaimana
pandangan hakim di pengadilan agama curup terkait Perma No. 3 Tahun
2017, disini penulis juga dapat mengetahui bagaimana pendapat para pihak
atas pemberlakuan Perma Nomor 3 Tahun 2017 serta mengetahui apa saja
factor-faktor yang menghambat ketika pelaksanaam Perma Nomor 3
Tahun 2017."

Persamaan dalam penelitian ini ialah membahas terkait penerapan
Perma No.3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perempuan
berhadapan dengan hukum.

Perbedaan penelitian yang telah di uraikan diatas dengan penelitian
yang akan teliti adalah judul lebih mengkerucut pembahasannya kepada
suatu perkara pelecehan seksual sedangkan penelitian terdahulu diatas

lebih universal dalam membahasa Perma No.3 tahun 2017 dan juga ada

16 Anri Supriadi, “Pelaksanaan Perma No 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara
Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Di Pengadilan Agama Curup ”, (Skripsi, Institut Agama
Islam Negeri Curup, 2019).
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perbedaan di dalam Objek penelitiannya yang saya teliti di pengadilan
negeri jember sedangkan pada penelitian di atas di pengadilan agama
curup.

Huda Efendi Saputro. 2019. Fakultas Syari’ah, IAIN Ponorogo. Skripsi
dengan judul implementasi Perma No. 3 Tahun 2017 terhadap hak istri
pasca perceraian di pengadilan agama ponorogo ini membahas tentang
Implementasi Perma No. 3 Tahun 2017 terhadap hak istri setelah
perceraian dalam kasus cerai talak yang di putus secara verstek di
Pengadilan Agama Ponorogo dan juga terhadap hak istri setelah perceraian
dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Ponorogo. Dalam
penelitian ini penulis dapat mengetahui apakah implementasi Perma
Nomor 3 Tahun 2017 di Pengadilan Agama Ponorogo sudah berjalan
dengan baik atau tidak"’

Persamaan dalam penelitian ini adalah membahas terkait
implementasi Perma No.3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili
perempuan berhadapan dengan hukum.

Perbedaan skripsi ini membahas tentang hak-hak istri pasca
perceraian yang objek penelitiannya di pengadilan ‘agama pnorogo
perbedaan dengan judul yang peneliti teliti membahas tentang perkara
pelecehan seksual di pengadilan negeri jember.

Rizky Silvia Putri dan Amar Ma’ruf. 2018. Pascasarjana UIN Lampung.

Jurnal dengan judul implementasi Perma No0.3 Tahun 2017 tentang

Y Huda Efendi Saputro, “Implementasi Perma No. 03 Tahun 2017 Terhadap Hak-Hak Istri Pasca
Perceraian Di Pengadilan Agama Ponorogo ”, (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo,

2019).
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pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum
terhadap perkara cerai gugat di Pengadilan Agama tanjung karang
membahas mengenai perkara cerai gugat di Pengadilan Agama kelas 1A
tanjung karang selalu meningkat waktu 2016 sampai 2018 dan dalam
penelitian ini juga memabahas pertimbangan hakim dalam memutus
perkara cerai gugat setelah adanya Perma No.3 Tahun 2017.
Berdasarkan hasil penelitian dari judul tersebut implementasi Perma
Nomor 3 Tahun 2017 masih sangat minim, dapat dibuktikan dengan belum
adanya putusan perkara cerai gugatyang berspektif gender dan majelis
hakim belum menerapkan ex officio guna memberikan perlindungan
kepada perempuan setelah perceraian, seperti pembebanan nafkah kepada
perempuan setelah perceraian.®
Persamaan penelitian ini ialah membahas terkait Perma No.3 Tahun
2017 tentang pedoman mengadili perempuan berhadapan dengan hukum.
Perbedaan dalam penelitian terdahulu dengan judul yang peneliti adalah
perkara yang di bahas dalam penelitian di atas yaitu tentang cerai gugat
yang objek di Pengadilan Agama sedangkan judul yang saya tepenelitian
ini- ‘membahas tentang perkara pelecehan seksual - yang = subjek
penelitiannya di Pengadilan Negeri Jember.
5. Nurhilmiyah. 2019. Fakultas hukum Universitas Muhammadiyah
Sumatera Utara. Dalam jurnal yang berjudul perlindungan hukum terhadap

perempuan berhadapan dengan hukum sebelum dan sesudah lahirnya

18 pytri, Ma’ruf, "Implementasi Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017", 180.
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Perma No.3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan
berhadapan dengan hukum membahas terkait perlindungan hukum sesudah
dan sebelum berlakunya Perma No.3 Tahun 2017 apakah ada
perkembangan baik setelah di belakukan perma atau tetap saja seperti
sebelumnya.

Hasil dari penelitiaan tersebut menjelaskan bahwasannya
perlindungan hukum kepada perempuan yang berhadapan dengan hukum
sebelum adanya Perma No.3 Tahun 2017, sering dijumpai dengan proses
peradilan yang tidak adil. Lahirnya perma tersebut mengatur proses
penanganan perkara yang berkeadilan gender.*®

Persamaan penelitian ini ialah membahas terkait Perma No.3 Tahun
2017 tentang pedoman mengadili perempuan berhadapan dengan hukum.

Perbedaan penelitian tersebut dengan judul yang akan saya teliti
adalah penelitian terdahulu tersebut mebahas tentang perlindungan hukum
sesudah dan sebeleum berlakunya Perma No.3 Tahun 2017, sedangkan
judul yang saya teliti membahs implementasi dari Perma No.3 Tahun 2017

terhadap perkara pelecehan seksual di Pengadilan Negeri Jember.

Tabel 2.1
Persamaan dan Perbedaan Kajian Terdahulu
No Nama Judul Penelitian Persamaan Perbedaan
1. Ulfiana Linda | Implementasi Perma Persamaan Perbedaan penelitian
Utami No 3 Tahun 2017 dengan yang telah di uraikan

Terhadap Hak penelitian ini diatas dengan penelitian
Perempuan Dan Hak ialah yang akan teliti adalah
Anak Sebagai Akibat membahas judul lebih mengkerucut

9 Nurhilmiyah, “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Berhadapan Dengan Hukum
Sebelum Dan Sesudah Lahirnya Peratauran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang
Pedoman Mengadili Perempuan Berhapan Dengan Hukum ”, Jurnal IImu Hukum, (Tahun 2019).
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Dari Perceraian Di
Pengadilan Agama
Semarang.

terkait Perma
No.3 Tahun
2017 tentang
pedoman
mengadili
perempuan
berhadapan

dengan hukum.

pembahasannya kepada
suatu perkara pelecehan
seksual sedangkan
penelitian terdahulu
diatas lebih universal
dalam membahasa
Perma No.3 tahun 2017
dan juga ada perbedaan
di dalam Objek
penelitiannya yang saya
teliti di pengadilan
negeri jember
sedangkan pada
penelitian di atas di
pengadilan agama
curup.

Anri Supriadi | Pelaksanaan Perma No | Persamaan Perbedaan penelitian
3 Tahun 2017 Tentang | dalam yang telah di uraikan
Pedoman Mengadili penelitian ini diatas dengan penelitian
Perkara Perempuan ialah yang akan teliti adalah
Berhadapan Dengan membahas judul lebih mengkerucut
Hukum Di Pengadilan | terkait pembahasannya kepada
Agama Curup penerapan suatu perkara pelecehan
Perma No.3 seksual sedangkan
Tahun 2017 penelitian terdahulu
tentang diatas lebih universal
pedoman dalam membahasa
mengadili Perma No.3 tahun 2017
perempuan
berhadapan
dengan hukum.
Huda Efendi | Implementasi Perma Persamaan Perbedaan skripsi ini
Saputro No. 3 Tahun 2017 dalam membahas tentang hak-
Terhadap Hak Istri penelitian ini hak istri pasca
Pasca Perceraian Di adalah perceraian yang objek
Pengadilan agama membahas penelitiannya di
ponorogo terkait pengadilan agama
implementasi | pnorogo perbedaan
Perma No.3 dengan judul yang
Tahun 2017 peneliti teliti membahas
tentang tentang perkara
pedoman pelecehan seksual di
mengadili pengadilan negeri
perempuan jember
berhadapan

dengan hukum.
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Rizky Silvia | Implementasi Perma Persamaan Perbedaan dalam
Putri dan No.3 Tahun 2017 penelitian ini penelitian terdahulu

Amar Ma’ruf | Tentang Pedoman ialah dengan judul yang
Mengadili Perkara membahas peneliti adalah perkara
Perempuan terkait Perma | yang di bahas dalam
Berhadapan Dengan No.3 Tahun penelitian di atas yaitu
Hukum Terhadap 2017 tentang tentang cerai gugat.
Perkara Cerai Gugat Di | pedoman
Pengadilan Agama mengadili
Tanjung Karang perempuan

berhadapan
dengan hukum.

Nurhilmiyah | Perlindungan Hukum Persamaan Perbedaan penelitian
Terhadap Perempuan penelitian ini tersebut dengan judul
Berhadapan Dengan ialah yang akan saya teliti
Hukum Sebelum Dan | membahas adalah penelitian
Sesudah Lahirnya terkait Perma | terdahulu tersebut
Perma No.3 Tahun No.3 Tahun mebahas tentang
2017 Tentang 2017 tentang perlindungan hukum
Pedoman Mengadili pedoman sesudah dan sebeleum
Perkara Perempuan mengadili berlakunya Perma No.3
Berhadapan Dengan perempuan Tahun 2017, sedangkan
Hukum Membahas berhadapan judul yang saya teliti

Terkait Perlindungan
Hukum Sesudah Dan
Sebelum Berlakunya
Perma No.3 Tahun
2017

dengan hukum.

membahs implementasi
dari Perma No.3 Tahun
2017 terhadap perkara
pelecehan seksual di
Pengadilan Negeri
Jember.

B. Kajian Teori

1. Tinjauan Umum Peraturan Mahkamah Agung

a. Pengertian Peraturan Mahkamah Agung

Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 Bab 3 pasal 26 ayat (1)

menjelaskan Mahkamah Agung yakni pengadilan negara tertinggi atau

lembaga tinggi kehakiman untuk seluruh wilayah di Indonesia yang

berkedudukan tepatnya di ibukota negara republik Indonesia adalah
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Jakarta. Dalam hal ini fungsi mahkamah agung atau yang sering di
singkat menjadi MA yaitu untuk mengawasi tindakan peradilan yang
ada di bawahnya yaitu pengadilan negeri dan pengadilan tinnggi. MA
mempunyai wewenang untuk memberi pernyataan tidak sah untuk
semua peraturan mulai tingkat yang lebih rendah dari Undang-undang
dengan alasan bertentangan dengan undang-undang yang lebih
tinggi.?°

Perma yakni peraturan yang berisi ketentuan yang bersifat
hukum acara seperti yang dimaksud pada Keputusan Ketua Mahkamah
Agung RI Nomor : 57/KMA/SK/IV/2016 Tentang Perubahan Atas
Keputusan Ketua Mahkamah Agung Rl Nomor 271/KMA/SK/X/2013
Tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan Mahkamah Agung R1.%*

Kedudukan Perma tidak di atur dalam hierarki peraturan
perundang-undangan sebagaimana telah di jelaskan dalam pasal 7 UU
No.12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundangan.
Dalam pasal 7 UU No.12 Tahun 2011 hanya menjelaskan keberadaan
peraturan mahkamah agung yang tidak mempunyai kekuatan hukum
mengikat karena ‘kedudukan ‘peraturan -mahkamah - agung diatur
tersendiri dalam Undang-Undang. Tetapi pada pasal 8 ayat (1) dan (2)
undang-undang  menjelaskan terkait bentuk perundang-undangan

keberadaannya diakui dan juga memiliki kekuaatan hukum yang

2 Kevin Angkouw, “Fungsi Mahkamah Agung Sebagai Pengawas Internal Tugas Hakim Dalam
Proses Peradilan”, jurnal Lex Administratum, (Tahun 2014), 133.
2L Anri Supriadi, “Pelaksanaan Perma No 3 Tahun 2017", 18.
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mengikat yang diperintahkan oleh UU yang lebih tinggi serta dibuat
berdasarkan kewenangan, termasuk juga dengan Perma.?

Peraturan Mahkamah Agung termasuk peraturan perundang-
undangan yang dibuat berdasarkan 3 UU vyaitu:

1) Ketentuan Pasal 79 UU NO0.14 Tahun 1985 Tentang MA yang
mengatur “MA bisa mengatur lebih lanjut terkait hal-hal
penting demi kelancaran dalam penyelenggaraan peradilan”?
sebagaimana dijelaskan dalam pasal 24A ayat (1) Undang-
Undang Dasar 1945 Mahkamah Gung memiliki kewenangan
untuk mengaddili tingkat kasasi dan menguji undang-undang
yang ada dibawahnya.

2) Ketentuan pasal 8 ayat (1) UU No. 12/2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, menjelaskan
sebagaimana diterangkan pasal 7 ayat (1) bahwa salah satu
jenis peraturan perundang-undangan termasuk peraturan yang
ditetapkan oleh MA. Kewenangan MA dalam hal ini di
pertegas dalam menyusun peraturan, bahkan mahkamah agung
memiliki hal khusus dibandingkan dengan lembaga lain yaitu
mengisi kekosongan hukum bagi penyelenggara peradilan.*

3) Ketentuan Pasal 4 ayat (2) UU No. 48/2009 tentang Kekuasaan
Hukum yang menjelaskan “Pengadilan membantu pencari
keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan
rintangan untuk data tercapainya peradilan yang sederhana,
cepat, dan biaya ringan”?

b. Fungsi dan Tujuan Perma
Adapun beberapa tujuan dibentuknya Peraturan Mahkamah Agung

(Perma) Republik Indonesia antara lain:

?2 Meika Diah Nisa, “Efektivitas Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 05 Tahun 2019 Di
Pengadilan Agama Purbalingga Dalam Upaya Penerapan Asas Kepentingan Terbaik Bagi
Anak”,(Skripsi, Universitas Islam Negeri Prof.K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2021), 27.

2 Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung Pasal 79.

%4 pasal 8 ayai (2) UU No.48 Tahun 2009 tentang Pembentukan Perundang-undangan.

% pasal 4 ayat (2) UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
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1) Sebagai sumber hukum
Sumber hukum ialah segala sesuatu yang memunculkan aturan
mengikat dan memaksa, oleh karena itu jika suatu aturan dilanggar
maka akan dikenai sanksi yang telah berlaku sesuai dengan
Undang-Undang yang ada.

Untuk memutus suatu peristiwa yang sedang dihadapi
hakim pengadilan telah memakai atau membuat putusan
berdasarkan dengan peraturan yang dibuat oleh Mahkamah Agung
atau Perma. dan jika putusan yang dikeluarkan hakim menjadi
yurisprudensi karena diikuti oleh para hakim selanjutnya dalam
membuat putusan perkara, maka dapat dikatakan bahwa Peraturan
Mahkamah Agung merupakan sumber hukum.?

2) Sebagai Solusi Kekosongan Hukum
Dalam pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985
tentang Mahkamah agung mengatur tentang kedudukan Perma.
Yang di maksud dengan mengisi kekosongan hukum yaitu
Peraturan Mahkamah Agung bisa menjadi trobosan hukum atau
jalan untuk menemukan solusi dalam perkembangan hukum.?’
3) Sebagai sarana Penegakan Hukum
Fungsi hukum tersendiri adalah sebagai sarana pelindung bagi
sesama manusia agar kepentingannya terlindungi, oleh karena itu

hukum harus dilakukan. Hukum bisa dilaksanakan dengan benar

% Naufal Rikza, “Pengaruh PERMA No.3 Tahun 2017 Terhadap Perkara Perceraian Di
Pengadilan Agama”, (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018), 21.
2 Anri Supriyadi, “Pelaksanaan Perma No 3 Tahun 2017", 24.
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agar terciptanya keamanan bersama, adapula hukum yang
dilanggar dan mengakibatkan kericuhan, oleh karena itu hukum
harus lebih ditegaskan. Ada 3 unsur yang harus sebanding dalam
penegakan hukum perlu menjadi perhatian dalam melaksanakan
hukum yakni: kepastian dan kemanfaatan hukum serta keadilan.
Secara ringkas penegakan hukum dapat diartikan sebagai upaya
untuk menggunakan fungsi norma-norma hukum guna
mewujudkan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan social
menjadi nyata juga mendapatkan kedamaian di lingkungan
masyarakat.?®
2. Perlindungan hukum untuk perempuan berhadapan dengan hukum
ditinjau dari Perma No.3 Tahun 2017
Perlindungan hukum bagi seorang perempuan berhadapan dengan
hukum baik sebagai korban, saksi dan pihak terdiri dari 2 perangkat
hukum nasional dan internasional. Dalam UUD RI Tahun 1945 juga
menjelaskan bahwasannya negara menjamin hak kostitusi setiap warga
negaranya.”® Dalam pembukaan UUD RI Tahun bahwasannya pemberian
hak warga negara termasuk-hak perempuan berhadapan-dengan hukum
merupakan upaya negara untuk mencapai tujuan dibuatnya UUD RI 1945,
Dalam pasal 28 huruf d ayat (1) UUD 1945 mengatur bahwa setiap

orang berhak melakukan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian

%8 Hasaziduhu Moho, “Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum,
Keadilan Dan Kemanfaatan” Jurnal Warta Edisi 59, (2019), 6.
# Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
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hukum yang adil dihadapan hukum termasuk perempuan yang berhadapan
dengan hukum.

Hak memperoleh keadilan juga dibahas dalam pasal 17 UUD
N0.39/1999 tentang Hak Asasi Manusia, menjelaskan bahwasannya
sertiap orang berhak memperoleh keadilan tanpa adanya diskriminasi
dengan cara mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan baik
secara pidana maupun perdata, sehingga menjamim pemeriksaan yang
obyektif dan memperoleh putusan yang adil dan benar.*

Dari uraian diatas sudah sangat jelas bahwasannya perlindunngan
hukum bagi perempuan mempunyai konfilk dengan hukum harus
dilakukan dengan seadil-adilnya tanpa adanya diskriminasi sedikitpun
dalam proses peradilan.

Perempuan yang berhadapan dengan hukum mempunyai hak
perlindungan, sesuai harkat martabat sebagai perempuan agar mendapat
akses keadilan dalam proses peradilan pidana. Perempuan yang
berhadapan dengan hukum memiliki hak diperlakukan dengan adil tanpa
adanya diskriminasi dalam proses peradilan pidana, demikian juga
perempuan sebagai korban. Dalam pasal 8 dan 10 Perma No.3 Tahun 2017
juga membahas ketika perempuan menajdi korban tindak pidana maka
perempuan tersebut mempunyai hak untuk mendapatkan pemulihan dan

ganti rugi, penderitaan akibat perkara tindak pidana.

%0 pasal 17 UUD No. 39 /1999 Tentang Hak Asasi Manusia
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Dalam KUHAP sudah dijelaskan bagaimana sistem peradilan pidana

mulai dari proses penyidikan, penuntutan hingga pemeriksaan di

pengadilan.

Salah satu kewajiban negara yang wajib dipenuhi antara lain:*

a.

b.

Pemberdayaan perempuan dengan kegiatan yang sudah ada,
mempromosikan pastisipaasi perempuan sebagai pemilik pembaruan
dalam proses politik, social ekonomi.

kemitraan antara laki-laki dan perempuan artinya terjadi perubahan
sikap

perilaku persamaan peran laki-laki dan perempuan dalam berbagai
bidang

usaha khusus yang bisa memunculkan gender dari berbagai kalangan.

Akses mendapat keadilan untuk seorang perempuan yang

berkonfilk dengan hukum dipersiapkan negara dengan Perma No.3 Tahun

2017 Tentang pedoman mengadili perempuan berhadapan dengan hukum.

pada pasal Il Perma Nomor 3 Tahun 2017 mengatur agar hakim saat

mengadili perempuan sedang berkonfilk dengan hukum harus berdasarkan

asas harkat  martabat, tidak adanya diskriminasi, kesetaraan gender,

Equality Before The Law, keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.*

31 Prof. Dr. Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Teradap Anak dan Perempuan (Bandung: PT
Refika Aditama, 2018), 75.
%2 Aliani Fauziyah, dkk, "Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Yang Berhadapan Dengan
Hukum Ditinjau Dari Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017
Tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum" (Jurnal Pemuliaan
Hukum), (Tahun 2019), 30.
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3. Pelecehan Seksual

pelecehan seksual adalah tindakan yang tercela dapat dilihat dari
perbuatan yang tidak di inginkan oleh penerima yang berkaitan dengan
nilai sosial dan budaya sebagai aturan etika dan pedoman sikap bagi warga
negara. Negara maju dan berkembang mempunyai karakteristik yang sama
terkait pelecehan seksual yang sering terjadi, seperti pelecehan seksual
secara visual, verbal dan fisik. Pelechan seksual secara visual dilakukan
dengan tatapan mengancam dan penuh nafsu, gerak gerik yang mengarah
kepada hal yang bersifat seksual. Pelecehan seksual secara verbal yaitu
dengan siulan, gossip ataupun gurauan yang mengarah kepada seksual dan
pernyataan yang bersifat mengancam, sedangkan kejahatan seksual secara
fisik yaitu dilakukan secara langsung seperti mencubit, menepuk, meraba,
mencium, menyenggol dengan sengaja dan melakukan usaha
pemerkosaaan.*

Pelecehan seksual secara verbal yaitu bentuk seksual yang tidak
diinginkan, melalui pesan atau gurauan yang sering dilakukan dan
mengarah kepada hal yang bersifat seksual ataupun menghina dan
merendahkan, ungkapan langsung terkait penampilan, seperti-tubuh-atau
pakaian perempuan yang mengarah kepada seksual, bahkan permintaan
pelayanan seksual yang diungkapkan dengan ancaman langsung atau tidak
langsung. Kemudian dalam bentuk fisik yakni tatapan kepada bagian

tubuh perempuan ( menapat pinggul, payudara atau bagian tubuh intim

% Hayu Ulfaningrum, “dnalisis Faktor Yang Berhubungan Dengan Perilaku Pencegahan
Pelecehan Seksual Pada Remaja”, (Skripsi, Universitas Airlangga, 2020)



24

lainnya), lirikan yang menggoda seperti mengedip — ngedipkan mata,
meraba, mencubit, meremas, mencium, mendekap dalam situasi yang
mendukung seperti di tempat sepi dan didalam ruangan, dan usaha untuk
melakukan pemerkosaan.3*

Pancasila menjadi dasar negara Indonesia yang terdapat sila-sila
dengan mencerminkan nilai social dan budaya dalam kaedah kesusilaan
dan hukum. Artinya hukum dalam ukuran kesusilaan juga berkembang
dalam lingkup masyarakat dapat dikuasai oleh agama dan terkadang
agama menjadi penyebabnya. Oleh karena itu perbuatan tercela dapat di
ukur dengan nilai kesusilaan, nilai agama, hukum yang ssangat
berkaitan.*

Dalam agama islam pelechan seksual adalah perbuatan yang tercela
dan diharamkan karena termasuk dalam perbuatan zina yang dibuat oleh
laki-laki dan perempuan yang bukan mahromnya. Dalam hal ini Allah

SWT menjelaskan dalam QS. Al-Isra’ ayat 32:*

P

< //~//://. I }ﬁ "/wpr }”,.: //

Artinya:“Dan janganlah kamu -mendekati zina, sesungguhnya zina itu
adalah perbuatan keji dan jalan yang buruk”

Dalam ayat Al-Qur’an diatas sudah sangat jelas bahwa dalam
agama perbuatan pelecehan seksual memang termasuk perbuatan yang

salngat dilarang. Dalam islam juga mengatur bahwasannya manusia

% Sri Kurnianingsih, “Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan Ditempat Kerja”, Jurnal Buletin
Psikologi, (Tahun 2003): 117

% Supanto, “Pelecehan Seksual Sebagai Kekerasan Gender: Antisipasi Hukum Pidana” jurnal
social dan pembangunan, (2004): 296.

% Mushaf Maryam, Alquran dan Terjemahan, 285.
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khususnya laki-laki harus menjaga pandangannya dari hal-hal yang haram
yang mengakibatkan adanya pelecehan seksual, dan juga sebagai manusia
harus selalu menjaga kemaluannya agar tidak sembarangan melakukan
hubungan suami istri. Dalam hal Ini juga disebutkan dalam firman Allah

SWT QS. An-Nur ayat 30:*

Ai,}/\/ef/ fC,,«/ }}, }/a//, /’E’ N g}/ - 5;’_.4 § ]

. ) A - o p R I

b SOIGUDS Sgmsp 15029 am p il o lgiy e sad] S8
g
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- /‘/,/

3
-

\p—

Artinya:“Katakanlah kepada lelaki yang beriman: hendaklah menjaga
pandangan dan memlihara kemaluannya itu adalah lebih suci bagi
mereka, sesungguhnya Allah maha mengetahui ”

Subtansi dari ayat diatas adalah agar manusia selalu menjaga
auratnya agar dapat menghindari perbuatan tercela dan juga tidak
membuka pintu pelecehan seksual.

Selanjutnya pelecehan seksual didalam hukum juga banyak
sekali diatur dalam peraturan yang sudah ada di Indonesia. Pelecehan
seksual termasuk dalam kategori kejahatan pidana yang aturannya di bahas
dalam KUHP dan KUHAP. Menurut Mansour Fagih sehubungan dengan
pelecehan seksual ada yang perlu diperhatikan penegak hukum yaitu usaha
untuk menghentikan kekerasan gender (Termasuk pelecehan sekaual)

perlu menggunakan sejumlah startegi yang benar adalah mekanisme untuk

mengubah hukum tersebut, dan juga mengubah sikap administrator hukum

" Mushaf Maryam, Alquran dan Terjemahan, 353.



26

dengan mengadakan kampanye juga pendidikan bagi para pelaksana

hukum.

Pelecehan seksual dijelaskan aturannya dalam KUHP tentang
tindak pidana kesusilaan. Menurut wirjono Prodjodikoro tindak piana
kesusilaan dapat dibagi menjadi 2 yaitu:*®
a. Zeden artinya melanggar kesopanan yaitu pada umunya menyangkut

adat kebiasaan yang baik adlam pergaulan diantaranya anggota
masyarakat, seperti kejahatan dalam pasal 300 sampai dengan 303 dan
pelanggran dalam pasal 536 sampai dengan 535.

b. Zedelijkheid artinya melanggar kesusilaan yaitu menyangkut adat
keiasaan yang baik, tetapi khusus yang sedikit banyal mengenai
kelamin (seks) kepada seseorang

Pada pasal 281 KUHP menyatakan setiap orang dengan sengaja
melanggar kesusilaan dan didepan umum dan bertentangan dengan
kehendaknya artinya melanggar kesusilaan maka ancaman pidana
kurungan maksimal 2 tahun 8 bulan dan denda maksimal empat ratus ribu
rupiah.*

Dalam pasal 286 KUHP ‘menjelaskan bahwa ‘setiap orang yang
bersetubuh dengan perempuan diluar nikah, dan keadaannya pingsan atau

tidak berdaya maka ancaman dengan pidana pernjara paling lama 9

tahun.40

% Supanto, "Pelecehan Seksual Sebagai Kekerasan Gender", 297.
% Pasal 281 KUHP
“0 Pasal 286 KUHP
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Pasal 289 KUHP setiap orang melakukan kekrasan dan perbuatan
cabul, dianggap melanggar kesusilaan, maka ancaman dipidana maksimal
9 tahun.*

Dari beberapa uraian pasal diatas dapat disimpulkan bahwasannya
perkara pelecehan seksual adalah perbuatan yang sangat bertentangan
dengan hukum karena selain merugikan bagi si korban dari segik fisik dan
psikis kejahatan pelecehan seksual juga sangat merugikan bagi si pelaku
dengan sanksi yang berlaku yaitu ancaman penjara mengakibatkan
pencemarkan nama baiknya sendiri dan keluarga.

Berdasarkan definisi istilah diatas menyimpulkan maksud dari
judul penulis ialah ingin mengetahui dan mempelajari proses pemeriksaan
perkara di Pengadilan Negeri Jember sudah menerapkan Perma No.3
Tahun 2017 atau tidak. Untuk menjawab maksud judul tersebut maka
penulis mengambil studi kasus perkara Nomor. 108/Pid.Sus/2022/PN Jmr

dan Nomor. 49/Pid.B/2022/PN Jmr.

1 pasal 289 KUHP



BAB Il
METODE PENELITIAN
A. Pendekatan dan jenis penelitian

Secara umum metode penelitian dapat diartikan sebagai kegiatan yang
dilakukan secara ilmiah di awali dengan menentukan topik, mengumpulkan
data dan analisis data, hingga mendapat suatu pemahaman sekaligus
pengertian terkait topik, gejala atau masalah tertetu.** Dalam penelitian ini
menggunakan jenis penelitian Normatif Empiris. Pada dasarnya metode ini
adalah penggabungan antara pendekatan Normatif dengan adanya
penambahan dari berbagai unsur-unsur Empiris.** Penelitian ini memfokuskan
kepada data atau informasi yang didapatkan langsung dari para hakim di
Pengadilan Negeri Jember mengenai impelementasi dan proses pemeriksaan
perempuan berhadapan dengan hukum terhadap perkara korban pelecehan
seksual.

Nana Syaodih Sukmadinata mengartikan, penelitian kualitatif yaitu
penelitian yang gunakan untuk menjelasskan dan menganalisis suatu
peristiwa, aktifitas social dan sikap, kepercayaan, bahkan pemikiran salah
satu orang secara individu ataupun kelompok. Beberapa penjelasan tersebut
dipakai untuk mennammkan berbagai prinsip serta penjelasan yang menuju

kepada sebuah kesimpulan.*

2 JR. Raco, “Metode Penelitian Kualitatif jenis, karakteristik dan keunggulannya” (Jakarta:
Grasindo, 2013),3.

*% Lexy J. Moloeng, "Metodologi Penelitian Kualitatif", (Bandung;Remaja Rosdakarya, 2001), 9.
* Dedy Mulyana, Metodologi Penelitian Kualitatif, Paradigma Baru llmu Komunikasi dan Ilmu
Sosial Lainnya, (Bandung; Remaja Rosdakarya, 2001), 155.
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B. Lokasi Penelitian

Untuk mendapatkan informasi dalam menyusun penelitian sesuai
dengan judul diatas maka dalam hal ini penelitian akan dilakukan di
Kabupaten Jember, khususnya di kantor Pengadilan Negeri Jember bertempat
di JI. Kalimantan No.3, Krajan Timur, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten
Jember, Jawa Timur 68121.

Alasan saya mengambil lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Jember
karena berdasarkan observasi yang peneliti lakukan dan juga data putusan
perkara di daftar putusan perkara yang tercantum di web resmi pengadilan
negeri jember sering menangani kasus pelecehan seksual yang terjadi di
sekitar Kabupaten Jember.

C. Subjek Penelitian

Objek dari Penelitian adalah Perma No.3 Tahun 2017 tentang
pedoaman mengadili perempuan berhadapan dengan hukum. Sedangkan yang
akan menjadi subjek penelitian yaitu putusan perkara Nomor:
108/Pid.Sus/2022/PN Jmr dan putusan perkara Nomor: 49/Pid.B/2022/PN Jmr
yang dalam hal ini merupakan tujuan pokok dari pembahasan serta masalah
yang akan dipecahkan oleh peneliti. Dalam mencari- data perkara diatas
peneliti terjun langsung ke lapangan yang bertempat di Pengadilan Negeri
Jember, karena yang menangani langsung proses pemeriksaan perkara di atas

adalah Pengadilan Negeri Jember.
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D. Tehnik Pengumpulan Data
1. Observasi
Observasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh penulis dan
mengunjugi langsung ke palapangn utnuk mengamati hal yang berkaitan
dengan pelaku, ruang, tempat, kegiatan, peristiwa, waktu, perasaaan dan
tujuan.* Metode ini memang mewajibkan peneliti terjun langsung kejalan
dengan melihat realita dan fakta yang sebenarnya.
Observasi dalam penelitian ini memfokuskan kepada implementasi
Perma No0.3/2017 tentang pedoman mengadili perempuan berhadapan
dengan hukum dalam perkara pelecehan seksual di pengadilan negeri
jember. Dalam hal ini peneliti hanya fokus kepada data yang diperlukan
sesuai dengan masalah yang ada dalam penelitian. Metode yang akan
digunakan adalah pengamatan secara terbuka dengan mematuhi etika
penelitian.*®
2. Wawancara
Wawancara adalah metode yang digunakan seseorang dengan tujuan
tertentu untuk mendapatkan keterangan secara lisan dari informan dengan
bercakap-cakap langsung. pada penelitian kualitatif biasanya sumber data
Primernya yaitu manusia yang berstatus sebagai informan. Karema itu

wawancara biasa dikatakan teknik mendalam untuk menemukan data yang

*> Mamik, Metodologi Kualitatif (Sidoarjo: Zifatama, 2015), 104.
*¢ Nugrahani, Metode Penelitian,137.
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terbaik, sangat mungkin bagi peneliti mendapatkan data yang akurat dan
lengkap.*’

Penelitian ini melakukan Wawacara dalam bentuk semi structured,
yang dalam hal ini pertama peneliti menanyakan serentetan pertanyaan
yang sudah terstruktur, setelah itu satu persatu pertanyaan diperdalam
untuk mencari keterangan lebih lanjut. Dalam kegiatan wawancara ini
peneliti mengambil informan Hakim Pengadilan Negeri Jember karena
dalam studi kasus yang diambil ditangani langsung oleh Hakim
Pengadilan Negeri Jember. Berikut adalah nama-nama Hakim yang telah

diwawancara oleh penulis:

Tabel 3.1
Narasumber Penelitian
No Nama Keterangan
1. Sigit Triatmojo, SH, MH. Hakim  Pengadilan  Negeri
Jember
2. I Gusti Ngurah Taruna | Hakim  Pengadilan  Negeri
Wirahdika, SH, MH. Jember

3. Dokumentasi
Dokumentasi adalah metode pengumpulan data berupa sumber data
tertulis, yang berbentuk tulisan yang diarsipkan atau dikumpulkan. Hal
tersebut dilakukan untuk mendapatkan bukti-bukti atau data pada proses
implementasi Perma No.3 tahun 2017 dalam perkara pelecehan seksual di

pengadilan negeri jember, seperti foto, data perkara lain yang relevan.

*" Farida Nugrahani, Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa
(Surakarta: 2014), 124
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Analisis Data

Analisis data kualitatif dikerjakan memakai cara induktif, yakni tidak
diawali dari deduksi teori tetapi dimulai dari fakta empiris.*® Peneliti turun
langsung kelapangan, menganalisi, mempelajari, menarik kesimpulan serta
menafsirkan fakta dan fenomena yang ditemukan dilapangan. Dari data
tersebut peneliti bisa menemukan makna yang kemudian makna itu menjadi
hasil penelitian dengan cara menganalisis. Hasil penelitian tersebut diperoleh
dari kesimpulan.
Keabsahan Data

Pada keabsahan data memiliki definisi pendekatan yang menggunakan
beberapa metode ketika peneliti berada di proses pengumpulan dan
menganalisis data. Maka untuk menjaga keabsahan data agar tetap original
maka  dibutuhkan  pemeriksaan  keabsahan  data  menggunakan
tekniktriangulasi. Hal ini dapat digunakan dengan membandingkan data yang
ada di lapangan dengan objek penelitian. Data-data yang digunakan dapat
berupa sumber, metode dan teori. Dalam proses ini teknik keabsahan data
dengan memanfaatan tiangulasi sumber yakni mendapatkan informasi secara

menyeluruh melalui sumber data dan berbagai metode.

. Tahap-tahap Penelitian

Dalam melakukan penelitian tersebut, ada 3 tahap yang akan dilakukan

yaitu:

*8 Sandu Siyoto dan Ali shodik, Dasar Metodologi Penelitian (Yogyakarta: Literasi Media, 2015),

121.



1. Tahap sebelum kelapangan
a. Menyusun rencana penelitian
b. Memilih lapangan penelitian
c. Menentukan fokus penelitian
d. Konsultasi fokus penelitian
e. Menghubungi lokasi penelitian
f.  Mengurus perizinan

2. Tahap penelitian lapangan
a. Memahami latar belakang dan mempersiapkan diri
b. Mengunjungi lapangan
c. Pengumpulan data
d. Pencatatan data
e. Menganalisis data

3. Tahap akhir penelitian lapangan
a. Menyusun hasil penelitian
b. Konsultasi hasil penelitian

c. Memperbaiki hasil penelitian
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BAB IV
PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS
A. Gambaran Umum Objek Penelitian
1. Tinjauan Umum Perma No.3 Tahun 2017

Salah satu produk hukum dari Mahkamah Agung (MA) vyaitu
Peraturan Mahkamah Agung (Perma), adalah produk hukum yang
dibentuk dan berisi ketentuan yang bersifat hukum acara. Produk hukum
ini diterbitkan oleh MA dijelaskan pada Pasal 8 Ayat (2) UU No. 12
Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan
menjelaskan  bahwa peraturan perundang-undangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan
hukum mengikat selama diperintah dan dibentuk berdasarkan
kewenangan.*®

Kedudukan Perma tidak di atur dalam hierarki peraturan
perundang-undangan sebagaimana telah di jelaskan dalam pasal 7 UU
No.12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundangan. Dalam
pasal 7 UU No.12 Tahun 2011 hanya menjelaskan keberadaan peraturan
mahkamah agung yang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat
karena kedudukan peraturan mahkamah agung diatur tersendiri dalam
Undang-Undang. Tetapi pada pasal 8 ayat (1) dan (2) undang-undang
menjelaskan terkait bentuk perundang-undangan keberadaannya diakui

dan juga memiliki kekuaatan hukum yang mengikat yang diperintahkan

* Undang-undang No.3 Tahun 2012, pasal 8 ayat (2)
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oleh UU yang lebih tinggi serta dibuat berdasarkan kewenangan, termasuk
juga dengan Perma.>®

Pada upaya pelaksanaan perlindungan hukum tanpa adanya
diskriminasi bagi perempuan dalam lingkup peradilan, MA menerbitkan
peraturan baru yaitu Perma No.3 Tahun 2017. Tujuan dibentuknya Perma
No.3 Tahun 2017 untuk menjamin dan menlindungi hak-hak perempuan
serta menghilangkan diskriminasi bagi kaum perempuan sehingga
terwujudnya keadilan gender dan keadilan.*

Perma No.3 Tahun 2017 memiliki 5 bab pembahasan. bab 1
membahas tentang ketentuan umum terdiri satu pasal. Di dalam pasal 1
ini memiliki sepuluh poin, yang dimaksud yakni perempuan berhadapan
dengan hukum, kesetaraan gender ,jenis kelamin, gender, diskriminasi
terhadap perempuan , keadilan gender ,analisis gender, pendamping,
stereotip gender dan relasi kuasa. Tujuan ketentuan umum agar
mendapatkan persamaan dalam memahami persepsi suatu kata supaya
tidak terjadi banyak penafsiran.

Dalam bab Il menjelaskan asas dan tujuan memiliki dua pasal.
Pasal 2 membahas tentang asas dibentuknya PERMA No. 3 Tahun 2017,
yakni berdasarkan asas penghargaan atas harkat martabat manusia,
kesetaraan gender, tidak adanya diskriminasi, kepastian hukum , Equality

before the law, keadilan, kemanfaatan hukum. Sedangkan dalam pasal 111

%0 Meika Diah Nisa, “Efektivitas Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 05 Tahun 2019 Di
Pengadilan Agama Purbalingga Dalam Upaya Penerapan Asas Kepentingan Terbaik Bagi
Anak”,(Skripsi, Universitas Islam Negeri Prof.K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2021), 27.

51 Utami, "Implementasi Perma No.3 Tahun 2017 Terhadap Anak Perempuan dan Hak Anak", 21.
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membahas tujuan dari pembentukan PERMA No.3 Tahun 2017. Agar
hakim bisa memahami dan juga menerapkan asas seperti yang sudah
dijelaskan dalam pasal I, menelaah situasi yang tidak sama sehingga
mengakibatkan diskriminasi kepada perempuan, juga menjamin hak
perempuan terhadap akses yang sama agar mendapatkan keadilan. Pada
bab 1ll menjelaskan tentang pemeriksaan perkara. Mempunyai 7 pasal.
Dalam pasal 4 terdapat hal pemeriksaan perkara, dengan cara
mengidentifikasi perkara yang diperiksa hakim mempertimbangkan agar
mendapatkan kesetaraan gender dan non diskriminasi. Selanjutnya
larangan hakim ketika melakukan proses pemeriksaan perkara perempuan
berkonfilk dengan hukum yang dijelaskan dalam pasal 5. Berikutnya
pasal 6 membahas terkait pedoman untuk hakim dalam menggali juga
mempertimbangkan nilai-nilai agar menjamin kesetaraan gender. Dalam
pasal 7 mengatur supaya hakim menegur beberapa pihak yang ikut serta
dalam proses pemeriksaan perkara perempuan berhadapan dengan hukum
agar tidak melakukan tindakan intimidasi ataupun diskriminasi. berikutnya
pasal yang terdiri atas tiga ayat. Pasal tersebut menjelaskan terkait
pedoman bagi hakim tentang pemulihan terhadap perkara perempuan yang
berkonfilk dengan hukum Khususnya perempuan menjadi korban, bertanya
terkait dampak kasus, juga memberitahu hak-hak perempuan dalam sebuah
perkara. Dalam pasal 9 membahas terkait pendampingan perempuan
berhadapan dengan hukum yang mengalami kendala fisik maupun psikis.

Selanjutnya  pasal 10 membahas pedoman supaya hakim memberi
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keringanan terhadap perempuan yang berhadapan dengan hukum melalui
komunikasi online jarak jauh agar dapat mendengar keterangannya untuk
yang mempunyai kendala fisik dan psikis dan menjadi halangan untuk
tidak datang di persidangan.

Saat pemeriksaan uji materiil yakni ada dalam bab 4 terdapat dari
1 pasal. Pasal 11 berikut mengatur dalam hal pemeriksaan uji materil yang
dilakukan oleh mahkamah agung terhadap perkara perempuan berhadapan
dengan hukum. Agar dapat menggunakan prinsip HAM, pemulihan dan
kepentingan terbaik perempuan yang berkonfilk dengan hukum, perjanjian
internasional tentang kesetaraan gender yang telah disepakati, relasi kuasa
hingga setiap pemikiran gender yang ada dalam peraturan perundang-
undangan, dan penelitian gender secara menyeluruh. Bab 5 membahas
terkait ketentuan penutup.®?

2. Proses Pembentukan Perma No.3 Tahun 2017

Dalam UUD 1945 pasal 28 Huruf d ayat (1) sudah dijelaskan
terkait kedudukan perempuan dalam hukum Indonesia, pasal tersebut
mengatur bahwa setiap orang mempunyai hak melakukan pengakuan,
jaminan, perlindungan hukum serta keadilan didepan hukum karena setiap
orang baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak yang sama di

hadapan hukum.>®

%2 Rizky Silvia Putri, Amar Ma’ruf, “Implementasi Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017
Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Terhadap Perkara
Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Tanjung Karang”, (Jurnal, Universitas Negeri Lampung,
2018), 164.

%3 pasal 28 D Undang-Undang Dasar 1945
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Seperti yang sudah tertuang dalam pasal 28d ayat (1) Undang-
Undang 1945 juga mengamanatkan dengan sangat jelas dan tegas
bahwasannya semua orang berhak mendapatkan persamaan didepan
hukum serta perlindungan hukum yang adil tanpa adanya diskriminasi,
karena di Indonesia sangat sering terjadi adanya diskriminasi kepada
seorang wanita yang mengakibatkat kodrat seorang wanita lebih lemah
dihadapan hukum, oleh karena itu pelaksanaan hukum harus sesuai dengan
pasal dan aturan yang sudah ditentukan agar bisa dilaksanakan dengan
professional.>*

Dalam UU No. 39 Tahun 1999 pasal 3 tentang HAM memperjelas
terkait kedudukan dan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan:

a. Manusia dilahirkan bebas dengan harkat martabat manusia yang sama
serta sederajat diberi akal dan hati yang murni untuk hidup bersosial,
berbangsa dan bernegara.

b. Setiap orang berhak mendapat pengakuan, jaminan, perlindungan juga
perlakuan hukum vyang adil, mendapatkan kepastian hukum dan
persaamaan di depan hukum.

c. Setiap manusia berhak ‘mendapatkan perlindungan “HAM - dan
kebebasan dasar manusia, tanpa adanya diskriminasi.*

Mahkamah Agung atau biasa disebut dengan MA mempunyai
beberapa produk hukum salah satunya yaitu Peraturan Mahkamah Agung

(Perma), peraturan ini dibetuk oleh Mahkamah Agung yang besifat hukum

> Undang-Undang Dasar 1945, pasal 28d ayat (1)
% Undang-undang Republik Indonesia No.39 tahun 1999 pasal 3 tentang Hak Asasi Manusia
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acara dalam sebuah perkara. Dalam pasal 8 ayat (2) Undang-Undang
No.12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan Perudang-undangan
menjelaskan terkait produk hukum yang diterbitkan oleh Mahkamah
Agung yaitu:
“peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diakui keberadaanya dan mempunyai kekuatan hukum yang
mengikat sepanjang diperintankan oleh peraturan perundang-
undangan vyang lebih tinggi atau dibentuk berdasarknan
kewenangan.”56
Karena memang dari berbagai banyak daerah kedudukan wanita
dianggap lebih lemah dari pada laki-laki sangat mendukung munculnya
hukum normatif. Hal yang melatarbelakangi munculnya Perma karena
sering terjadi konfilk yang menyebabkan perempuan harus berhadapan
dengan hukum dalam lingkup perempuan sebagai korban, saksi atau
sebagai pihak. Dalam hal ini sudah dijelaskan dalam pasal 1 ayat (1)
Perma No.3 Tahun 2017 menjelaskan bahwasannya perempuan yang
berhadapan dengan hukum adalah perempuan yang mempunyai konfilk
dengan hukum baik sebagai pihak, korban atapun saksi.>’
Perma dibuat oleh Mahkamah Agung (MA) merujuk kepada:
a. UU RI' No.7/1984 tentang pengesahan - konvensi - mengenai
penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita.
b. UU No0.12/2005 tentang pengesahan konvenan internasional tentang

hak sipil dan hak politik UUD RI No0.39/1999 tentang hak asasi

manusia.

% pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan.
%" peraturan Mahkamah Agung No.3 Tahun 2017 Pasal 1 Ayat (1)
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c. UU No.13/2006 tentang perlindungan saksi dan korban.
d. UU No.48 /2009 tentang kekuasaan kehakiman
B. Kajian Data Dan Analisis
Berikut ini adalah data yang di peroleh oleh penulis selama melakukan
penelitian di Pengadilan Negeri Jember.
1. Proses pemeriksaan perempuan berhadapan dengan hukum terhadap
perkara pelecehan seksual di Pengadilan Negeri Jember
Berdasarkan observasi yang saya lakukan dimulai dari tanggal 22
Maret 2022 dengan mengikuti proses persidangan di pengadilan negeri
jember terkait sidang perkara nomor : 108/Pid.Sus/2022/PN Jmr dan
perkara nomor : 49/Pid.B/2022/PN Jbr. Berikut data perkara yang telah
peneliti ketahui selama melakukan observasi:
a. 108/Pid.Sus/2022/PN Jmr
Dalam perkara ini kronologi yang saya ketahui berdasarkan
hasil observasi yakni sebagai berikut: Terdakwa berinisial X hari senin
tanggal 27 Desember sekitar pukul 14:30 WIB telah berniat
melakukan kekerasan kepada anak berinisial Y (17 Tahun 1 bulan)
untuk melakukan - persetubuhan dengannya atau orang-lain yang
dilakukan dengan cara sebagai berikut:
1) Korban mengenal Terdakwa melalui media sosial, kemudian
terdakwa dan korban menjaln hubungan pertemanan dan sering

berkomunikasi dengan korban sampai perkara ini terjadi.
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Terdakwa menghubungi korban dan mengajak untuk keluar,
kemudian korban mengiyakan ajakan yang ditawari oleh terdakwa,
kemudia terdakwa menjemput korban dirumahnya.

Setelah diberikan alamat korban, sekitar pukul 14:00 WIB
terdakwa menjemput korban dirumahnya dengan mengendarai
sepeda motor, korban membonceng terdakwa dan mengatakan jika
akan di ajak jalan-jalan menuju area kebun, namun di tengah
perjalanan terdakwa menyempatkan berhenti di sebuah warung
untuk membeli minuman keras jenis arak mojito rasa leci sebanyak
1 botol, lalu melanjutkan kembali perjalanan ke area kebun tempat
kejadian.

Sesampainya di tujuan terdakwa mengajak korban masuk ke dalam
kebun dan duduk — duduk di tempat tersebut sambil meminum
minuman keras, terdakwa lalu menuangkan minuman tersebut dan
disodorkan kepada korban, awalnya setelah tahu meniuman
tersebut adalah minuman keras korban menolak namun terdakwa
terus menyodorkan hingga korban mau unutk meminumnya, disela
— sela minum ‘arak tersebut terdakwa mendekati korban sambil
berusaha mencium pipi korban, melihat korban diam saja terdakwa
semakin bernafsu dan melanjutkan dengan menciumi bibir korban
lalu bergerak ke area leher sambil mendekap area tubuh korban,

tangan terdakwa juga meremas — remas payudara korban, setelah
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minuman habis terdakwa lalu mengajak pindah ke sebuah tempat
tapi masih dalam area kebun.

Setelah pindah tempat, korban dan terdakwa lalu turun dari
kendaraan, karena korban merasa pusing lalu terdakwa
merebahkan tubuh korban diatas tanah, dalam keadaan terlentang
korban merebahkan diri sementara terdakwa yang melihat korban
tidak berdaya semakin terpancing birahinya lalu kembali
melanjutkan perbuatannya dengan meraba — raba alat kemaluan
korban, korban merasakan tangan terdakwa meraba sampai masuk
ke dalam celana dalam yang dikenakan korban, juga ketiga jari —
jari tangan tedakwa dimasukan kepada kelamin korban hingga
membuat terdakwa terangsang birahinya, korban merasakan sakit
namun karena badannya lemas dan kepalanya pusing membuat
korban tidak mampu untuk melawan perbuatan yang dilakukan
oleh terdakwa tersebut.

Setelah selesai melampiaskan nafsu birahinya, terdakwa lalu
membawa korban ke sebuah warung dan menyiram korban
menggunakan ‘air untuk  menyadarkan korban -dari- pengaruh
minuman keras, selanjutnya terdakwa membonceng korban untuk
diantar pulang namun ternyata korban hanya diantar sampai di
dekat sebuah pasar sore, terdakwa meninggalkan korban sendiri
dipinggir jalan dalam keadaan korban masih sempoyongan dan

pakaiannya yang basah, kemudian korban menghubungin salah
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satu temennya yaitu saksi berinisial B untuk menjemput dan
mengantarnya pulang ke rumah.

Ayah korban yaitu saksi berinisial C yang mengetahui kepulangan
korban dalam keadaan sempoyongan tersebut merasa tidak terima
kemudian melaporkan perbuatan terdakwa

Berdasarkan hasil visum RSD. Dr.SOEBANDI Nomor
(disamarkan) tanggal 30 desember 2021 yang ditandatangani oleh
dr. (disamarkan) dokter yang melakukan pemerikaan terhadap
korban, yang pada hasil pemerikaan terhadap korban menyebutkan:

a) Tekanan Darah:

90/60 mmHg, Nadi: 77 x / menit, Respirasi : 20.
b) Kepala Leher:

Tidak didapatkan tanda kekerasan.
c) Dada:

Payudara telah tumbubh, tidak didapatkan tanda kekerasan.
d) Perut:

Tidak didapatkan tanda kekerasan.

e) Anggota gerak atas dan bawah:

Tidak didapatkan tanda kekerasan

f) Kemaluan :
Bulu kemaluan telah tumbuh, didapatkan luka robekan baru
pada selaput dara arah jam 3 dan 9, didapatkan luka lecet pada

kanan dan kiri saluran kencing.
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Hasil Pemeriksaan Laboratorium :

1) Hasil darah lengkap : dalam batas normal
2) Tes kehamilan : Negatif
3) Usapan vagina : tidak didapatkan sperma
Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan
dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan
memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung
dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1)
Jo. Pasal 76 huruf e Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002
tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai
berikut:
1) Setiap orang
2) Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa,
melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan,
atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan
dilakukan perbuatan cabul.
Berdasarkan uraian diatas maka perkara ini memiliki 2 unsur
dalam perkara ini yang menjadi pertimbangan hakim:
1) “Setiap orang”
Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang*

adalah orang perseorangan atau korporasi yang bertindak sebagai
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subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan
yang dilakukannya secara hukum.
”Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa,
melakukan  tipu  muslihat, melakukan  serangkaian
kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau
membiarkan dilakukan perbuatan cabul”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Anak” disini adalah
seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk
anak yang masih dalam kandungan

Berdasarkan beberapa pertimbangan hakim dengan adanya

keterangan saksi, korban, dan keterangan terdakwa yang hasilnya sama

persis dan terdakwa membenarkan semua keterangan yang diberikan

oleh saksi dan korban, maka hakim memberikan putusan setelah

melakukan proses persidangan yang telah di jadwalkan oleh panitera

adalah sebagai berikut:

Berikut jadwal persidangan perkara
Nomor: 108/Pid.Sus/2022/PN Jbr
4.1 Jadwal Persidangan

No Hari/Tanggal Acara
Kamis, 17-03-22 Pembacaan Dakwaan.
Selasa, 22-03-22 Putusan Sela
Selasa, 29-03-22 Pemeriksaan Saksi

Selasa, 05-04-22 Pemeriksaan Saksi

Selasa, 12-04-22 Pemeriksaan Saksi

Selasa, 19-04-22 Pemeriksaan Terdakwa

Selasa, 26-04-22 Pembacaan Tuntuntan

XN~ Wi =

Selasa,03-04-22 Pembacaan Putusan
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Berdasarkan data-data yang diuraikan diatas dari awal proses
persidangan hingga selesai, maka hakim pengadilan negeri jember
memutuskan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Mengenai pertimbangan hukumnya hakim berpendapat bahwa:

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap

dipersidangan, vyaitu berdasarkan keterangan para saksi

menerangkan umur anak korban masih 17 tahun pada saat
kejadian, maka dengan demikian anak korban masih dalam
kategori anak dimaksud dalam undang-undang ini,

Menimbang, dari rangkaian perbuatan Terdakwa yang dimulai
dari mengajak anak korban jalan-jalan, kemudian membeli minuman
keras dan mengajak anak korban untuk ikut meminum minuman Kkeras
dengan cara Terdakwa terus menyodorkan minuman tersebut hingga
anak korban mau untuk meminumnya sehingga kepala anak korban
menjadi pusing, dan dalam keadaan pusing akhirnya Terdakwa menidurkan
anak korban di kebun karet, dan kemudian dalam keadaan anak korban
tidak berdaya tangan terdakwa masuk ke dalam celana dalam anak serta
memegang kelamin anak korban sampai jari tangan terdakwa masuk ke
dalam lubang vagina anak korban, dan Terdakwa juga memeluk, menciumi
bibir dan" leher anak korban serta meremas payudara korban, menurut
Majelis Hakim telah 'memenuhi unsur membujuk Anak untuk
melakukan perbuatan cabul sebagaimana yang dimaksud dalam unsur
ini,

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat

(1) Jo. Pasal 76 huruf e Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2014
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tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002
tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah
dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak
pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan penasihat hukum
Terdakwa yang pada intinya mohon keringanan hukuman maka akan
dipertimbangkan nanti dalam keadaan-keadaan yang memberatkan dan
meringankan bagi Terdakwa

Menimbang, bahwa ketentuan pidana dalam dakwaan yang
didakwakan kepada Terdakwa adalah bersifat kumulatif yaitu selain
pidana penjara juga dijatuhkan pidana denda, dengan ketentuan apabila
denda tersebut tidak bisa dibayar maka diganti dengan pidana
kurungan;

Menimbang, barang bukti berupa 1 (satu) set pakaian
wanita milik saksi korban yang merupakan pakaian yang dikenakan
pada saat terjadi pencabulan, agar tidak menimbulkan rasa traumatis
pada diri saksi korban dengan melihat pakaian tersebut maka
dimusnahkan, termasuk-pula ‘1 (satu) botol bekas minuman arak
bertuliskan MOJITO rasa leci juga dimusnahkan,

Keadaan yang memberatkan:
1) Perbuatan pelaku membuat anak menjadi trauma dan tekanan

psikis serta merasakan sakit,
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Perbuatan terdakwa tidak sejalan dengan program pemerintah

dalam melindungi anak dari kejahatan.

Keadaan yang meringankan:

1)
2)

3)

Pelaku belum pernah dihukum
Pelaku menyesal atas perbuatannya
Pelaku adalah tulang punggung keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana

maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara,

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76 huruf e Undang-

Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

1)

2)

3)

4)
5)

MENGADILI:

Menyatakan Terdakwa X tersebut diatas, terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ”Membujuk Anak
untuk melakukan perbuatan cabul” sebagaimana dalam
dakwaan alternatif ketiga

Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan
pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun® dan denda sejumlah
Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila
denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan
selama 3 (tiga) bulan;

Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) set pakaian wanita milik
saksi korban Y dan 1 (satu) botol bekas minuman arak bertuliskan
MOJITO rasa leci dibakar;
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6) Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima
ribu rupiah).®

Demikian putusan dalam sidang permusyawaratan Majelis
Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada tanggal 9 Mei 2022, oleh Rr.
Diah Poernomojekti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Frans Kornelisen,
S.H. dan I Gusti Ngurah Taruna W, S.H.M.H., masing-masing sebagai
Hakim Anggota.

b. 49/Pid.B/2022/PN Jbr

Dalam perkara ini data yang peneliti dapatkan selama
mengikuti persidangan yakni:

bahwa terdakwa dengan inisial N pada hari kamis 16
September 2021 kira-kira jam 06.00 WIB, hari Jum’at tanggal 17
September 2021 sekitar jam 06.00 WIB dan pada hari Sabtu tanggal
18 September 2021 sekitar jam 06.00 WIB, dalam waktu 3 hari
berturut-turut dan dalam jam yang sama melakukan perbuatan yang
berdiiri sendiri yang merupakan kejahatan dan melibatkan anak
dibawah umur sebagai objek dalam perkara ini-dengan cara sebagai
berikut:

1) berawal ketika pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekira
jam 06.00 WIB, ketika anak saksi berinisial R (korban berusia 15
tahun) dan anak saksi berinisial L ( korban berusia 15 tahun)
hendak berangkat ke sekolah, namun sesampainya di pinggir jalan

di TKP, dihadang oleh terdakwa dan tiba — tiba terdakwa

%8 putusan Perkara: 108/Pid.Sus/2022/PN jmr, di Pengadilan Negeri Jember.
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mengeluarkan alat kelamin (penis) terdakwa yang dalam keadaan
tegang ereksi menggunakan tangan kiri dan dua korban yang
termasuk anak dibawah uur tersebut tetap jalan tetapi terdakwa
tetap mengejar dan menunjukkan alat kelamin (penis) terdakwa
namun setelah ada orang lewat, terdakwa lari dengan
menggunakan sepeda motor

Pada hari jumat tanggal 17 dan hari sabtu tanggal 18 september
2021, terdakwa kembali menghadang dua korban tersebut pada
jam yang bersamaan dan ketika mau pergi ke sekolah terdakwa
kembali menunjukkan alat kelamin (penis) terdakwa yang dalam
keadaan tegang / ereksi, sehingga dua korban tersebut merasa
takut, merasa jijik dan tidak suka dengan perbuatan terdakwa,
kemudian dua anak korban tersebut menceritakkan perbuatan
terdakwa kepada ayahnya, sehingga pada hari senin, ayah dua
anak orban tersebut mengamankan terdakwa dan dibawa ke polsek
terdekat

berdasarkan Surat Keterangan Psikiatri Nomor : (disamarkan)
tanggal 17 Nopember 2021 yang dibuat dan ditandatangani-oleh
dr. Justina Evy Tyaswati,Sp.Kj RSUD Soebandi jember yang telah
melakukan pemeriksaan pada terdakwa dengan hasil : NORMAL
TANPA GANGGUAN JIWA. Perbuatan terdakwa yang dengan
sengaja menunjukkan atau mempertontonkan alat kelamin (penis)

terdakwa kepada dua anak korban dilakukan di tempat umum dan
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menjadikan dua anak korban yang masih berumur 15 tahun
sebagai objek dalam perbuatannya.

Bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan
dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan
memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung
dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 37 jo
Pasal 11 Undang-Undang R.l. Nomor 44 Tahun 2008 tentang
Pornografi jo Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,
yang unsurnya yaitu:

1) setiap orang

2) Melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai objek
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11

3) Perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai
perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa
kejahatan.

Berdasarkan beberapa pertimbangan hakim dengan adanya
keterangan saksi, korban, dan keterangan terdakwa yang hasilnya
sama persis dan ‘terdakwa membenarkan semua keterangan yang
diberikan oleh saksi dan dua anak korban, maka hakim memberikan
putusan setelah melakukan proses persidangan yang telah di

jadwalkan oleh panitera adalah sebagai berikut:
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Berikut jadwal persidangan perkara
Nomor: 49/Pid.B/2022/PN Jbr
4.2 Jadwal Persidangan

No. Hari/Tanggal Acara

1. Selasa, 8-02-22 Pembacaan Dakwaan.
2. Selasa, 15-02-22 Putusan Sela

3. Selasa, 22-02-22 Pemeriksaan Saksi
4, Selasa, 1-03-22 Pemeriksaan Saksi
5. Selasa, 08-03-22 Pemeriksaan Terdakwa
6. Selasa, 15-03-22 Pembacaan Tuntuntan
7. Selasa, 22-03-22 Pembacaan Putusan

Berdasarkan uraian diatas maka perkara ini memiliki 3 unsur
dalam perkara ini yang menjadi pertimbangan hakim:
1) » Setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang*
adalah orang perseorangan atau korporasi Yyang bertindak sebagai
subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang
dilakukannya secara hukum;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan subyek hukum yang
dimaksud maka jangan sampai terjadi adanya kesalahan orang yang
diajukan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 44 Ayat (1) KUHP
menyebutkan, “Orang ~yang. dapat ~mempertanggungjawabkan
perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang memiliki jasmani dan
rohani yang sehat*;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama
berlangsungnya pemeriksaan dipersidangan, ternyata Terdakwa

memiliki jasmani dan rohani yang sehat. Oleh karena itu jika
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dipandang dari segi hukum, Terdakwa mampu
mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya apabila
dakwaan Penuntut Umum terbukti nantinya;
Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 ini telah
terpenuhi secara sah menurut hukum.
2) ”Melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai objek
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11”
Menimbang, bahwa yang dimaksud “Anak” disini yakni
dibawah 18 tahun,
Menimbang, bahwa yang dimaksud kegiatan dan/atau
objek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Menimbang,
bahwa yang dimaksud kegiatan dan/atau objek
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Undang-Undang
Nomor Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi adalah
antara lain tentang Pornografi adalah pasal 4 ayat (1-10 )
Undang-Undang Nomor Nomor 44 Tahun 2008;
Menimbang, bahwa kegiatan dan/atau objek sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008
tentang Pornografi tersebut di atas adalah bersifat alternatif,
sehingga apabila salah satu kegiatan dan/atau objek tersebut
terbukti maka  dianggap unsur - ini telah terpenuhi -secara sah
menurut hukum;
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang

terungkap di persidangan, sesuai dengan kronologi kejadian yang

sudah di uraikan diatas;
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Bahwa alasan Terdakwa menunjukkan alat kelaminnya tersebut
karena Terdakwa mempunyai rasa ingin menunjukan alat kelaminnya
kepada seseorang, khususnya kepada anak perempuan sehingga
Terdakwa merasa puas dan bangga memiliki alat kelamin (penis);

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan
apakah anak korban masuk dalam kategori Anak sebagaimana
yang dimaksud dalam Undang-Undang ini?;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang
terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan para saksi
menerangkan umur anak korban masih 15 (lima belas) tahun pada
saat kejadian, maka dengan demikian anak korban masih dalam
kategori Anak sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa
sebagaimana tersebut di atas, menurut Majelis Hakim telah
memenuhi unsur melibatkan anak dengan mempertontonkan diri
di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan;
”Perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang
sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan
beberapa kejahatan”

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum
yang terungkap dipersidangan dan sebagaimana pula yang telah

dipertimbangkan dalam unsur-unsur sebelumnya, Terdakwa
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melakukan perbuatan mempertontonka n alat kelaminnya didepan
umum terhadap anak-anak di bawah umur sebanyak 3 (tiga) kali;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa
tersebut harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri
dan merupakan beberapa kejahatan, sehingga Majelis Hakim
berpendapat unsur ke-3 ini telah terpenuhi secara sah menurut
hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 37
jo Pasal 11 Undang-Undang R.l. Nomor 44 Tahun 2008 tentang
Pornografi jo Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah
terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana
sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan kuasa hukum
Terdakwa pada pokoknya mohon keringanan hukuman maka akan
dipertimbangkan nanti dalam keadaan-keadaan yang memberatkan
dan meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa ketentuan pidana dalam dakwaan yang
didakwakan kepada Terdakwa adalah bersifat kumulatif/alternatif
yaitu selain pidana penjara juga dijatuhkan pidana denda, dengan
ketentuan apabila denda tersebut tidak bisa dibayar maka diganti
dengan pidana kurungan atau bisa juga dijatuhkan salah satu

pidana yaitu pidana penjara atau pidana denda;
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Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) celana
panjang jeans warna biru yang merupakan pakaian yang
dikenakan oleh Terdakwa pada saat kejadian, maka agar tidak
digunakan untuk mengulangi kejahatan lagi maka perlu ditetapkan
untuk dimusnahkan;

Adapun pertimbangan hakim yang memperatkan dan

merigankan perbuatan terdakwa yakni:

Keadaan yang memberatkan:

a) Perbuatan Terdakwa mengakibatkan anak korban mengalami
trauma

b) Perbuatan Terdakwa tidak sejalan dengan program pemerintah
dalam melindungi anak dari kejahatan.

Keadaan yang meringankan:

a) Pelaku tidak pernah dihukum;

b) Pelaku menyesal atas perbuatannya;

c) Pelaku adalah tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana
maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 37 jo Pasal 11 Undang-Undang R.I.
Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi jo Pasal 65 ayat (1)
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor
8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan

perundang-undangan lain yang bersangkutan;
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MENGADILI

a. Menyatakan Terdakwa N tersebut diatas, terbukti secara sah
dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ”Beberapa
perbuatan yang melibatkan anak dalam  kegiatan
mempertontonkan diri di muka umum yang menggambarkan
ketelanjangan” sebagaimana dalam dakwaan alternatif
pertama;

b. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan
pidana penjara selama 10 bulan dan denda Rp 250.000.000,00
dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti
dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

c. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah
dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang
dijatuhkan;

d. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

e. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) celana panjang

jeans warna biru dimusnahkan;

Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara

Rp5.000,00.%°

—h

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Senin,
tanggal 9 Mei 2022, oleh Rr. Diah Poernomojekti, S.H., sebagai
Hakim Ketua, Frans Kornelisen, S.H. dan Ivan Budi Hartanto,
S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota.

Dalam proses pemeriksaan saat persidangan 2 perkara yang
telah peneleliti ikuti sudah memenuh asas sebagaimana di maksud
dalam pasal 2 Perma No0.3/2017 yakni salah satunya tidak adanya
diskriminasi, mengedepankan keadilan serta kepastian hukum
yang sangat jelas. Dalam pasal 3 point (c) Perma No0.3/2017
menjelaskan bahwasannya pada saat hakim mengadili seorang

perempuan harus menjamin hak perempuan terhadap akses yang

% putusan Perkara: 49/Pid.B/2022/PN jmr, di Pengadilan Negeri Jember.
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setara dalam memperoleh keadilan. Dalam 2 perkara di atas

objeknya adalah perempuan sebagai korban yang termasuk dalam

pelecehan seksual. Terkait dengan hak korban sebagaimana di

jelaskan dalam pasal 5 UU No0.13/2006 tentang Perlindungan

Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah menjadi UU

No0.31/2014 menjelaskan bahwa korban berhak:

a) Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga,
dan harta serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan
kesaksian yang akan diberikan

b) Memberikan keterangan tanpa tekanan

c) Dirahasiakan identitas

d) Bebas dari pertanyaan yang menjerat, dan lainnya®

Dari uraian di atas adalah beberapa hak korban yang harus

di berikan untuk mendapatkan keadilan. Oleh karena itu dalam

pasal 4 Perma No0.3/2017 menjelaskan bahwa dalam pemeriksaan

perkara hakim harus selalu mempertimbangkan kesetaraan gender
melalui fakta persidangan agar mencapai keadilan di depan
hukum.

Pada proses pemeriksaan nomor perkara 108/Pid.Sus/2022/PN Jbr

dan nomor perkara 49/Pid.B/2022/PN Jbr hak korban sudah diberikan
sesuai dengan UU No.2/2017 sehingga tidak ada protes dari pihak korban

karena sudah mendapatkan haknya sebagaimana mestinya.

% Anggun Malinda, “Perempuan dalam sistem peradilan pidana (tersangka, terdakwa, terpidana,
saksi dan korban)” , (Yogyakarta: Garudhawaca, 2016), 78-79.
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Implementasi Perma No.3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili
perkara perempuan berhadapan dengan hukum di pengadilan negeri
jember

Lahirnya Perma No.3 Tahun 2017 dimaksudkan untuk menjadi
pedoman para hakim khususnya di Pengadilan Negeri Jember .

Dalam wawancara penulis dengan bapak Sigit Triatmojo, S.H,
M.H selaku hakim pengadilan negeri jember mengatakan:

“ Perma adalah peraturan yang dibuat oleh Mahkamah Agung yang

harus dan wajib diterapkan di pengadilan manapun khususnya

Perma No.3 Tahun 2017 yang mengatur tentang cara mengadili

perempuan berhadapan dengan hukum entah sebagai korban, saksi,

atau pelaku. Sejak disosialisasikan Perma N0.3/2017 para hakim

disini sudah menerapkannya karena ini merupakan peraturan

normative yang mengkhususkan kepada perempuan, meskipun

juga banyak peraturan yang mengatur perlindungan khusus

perempuan tetapi dalam Perma Majelis Hakim juga banyak belajar

terkait bagaimana cara memeriksa dan mengadili seorang

perempuan dengan baik dan benar.”®

Akses keadilan di pengadilan negeri jember khususnya pada
perkara pidana pelecehan seksual sudah cukup baik, karena dalam proses
persidangan yang telah peneliti ikuti Majelis Hakim selalu menerapkan
asas-asas sebagaimana dijelaskan dalam pasal 2 Perma No.3 Tahun 2017
yang merupakan hal paling penting dalam mengadili seorang perempuan
sebagai korban khususnya perkara pelecehan seksual.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan

bapak Sigit Triatmojo, S.H, M.H selaku hakim pengadilan negeri jember

menjelaskan:

%1 Sigit Triatmojo, S.H, M.H, diwawancarai oleh penulis, Jember, 17 Mei 2022.
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" berkaitan dengan pelecehan seksual kita ketahui bersama bahwa
sudah ada dari Mahkamah Agung yaitu PERMA bahwa disitu
berkaitan dengan perempuan sebagai pelaku, perempuan sebagi
korban bahkan perempuan sebagai saksi, jika dikaitkan dengan
perempuan sebagai korban aturannya itu mengacu di berbagai
undang-undang, di KUHP diatur pasal sekian tentang tindak pidana
cabul, bahkan ada yang secara secara khusus artinya ketika usia
bukan anak-anak itu bisa dicari itu pasalnya, kemudian kalau di
undang-undang perlindungan anak berkaitan dengan korbannya
anak-anak itu diatur dalam undang-undang perlindungan anak.
Kemudian berkaitan dengan KDRT misalnya mengalami pelecehan
seksual, kekerasan rumah tangga itu juga diatur di undang-undang
KDRT"®

Dengan pernyataan hakim diatas menjelaskan bahwa perlindungan
hukum bagi perempuan sudah sangat banyak diatur diluar lingkup
PERMA No.3 Tahun 2017, akan tetapi lahirnya Perma No.3 Tahun 2017
lahir karena minimnya keadilan kepada perempuan saat berada dalam
lingkup hukum, meskipun sebenarnya sudah sangat banyak Undang-
Undang yang membahas terkait perlindungan hukum seorang perempuan
namun justru tidak diterapkan sebagaimana mestinya.

Dalam hasil wawancaranya peneliti dengan bapak Sigit Triatmojo,
S.H, M.H selaku hakim pengadilan negeri jember menjelaskan:

“sebenarnya perlindungan terhadap perempuan khususnya undang-

undang di Indonesia sudah cukup mengakomodir mulai dari

perempuan - sebagai -pelaku, mulai" perempuan sebagai korban,
mulai perempuan sebagai saksipun sudah diatur dalam undang-
undang khususnya dalam peraturan- mahkamah agung”®

Hal yang serupa juga dalam wawancaranya peneliti dengan bapak |

Gusti Ngurah Taruna Wirahdhika, S.H, M.H selaku hakim pengadilan

negeri jember menambahkan:

%2 Sigit Triatmojo, S.H, M.H, diwawancarai oleh penulis, Jember, 17 Mei 2022.
%3 Sigit Triatmojo, S.H, M.H, diwawancarai oleh penulis, Jember, 17 Mei 2022..
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“ mengenai korban anak itukan sudah diatur yang disebut anak

korban dan sebagainya, karena dalam undang-undang peradilan

anak diatur apa yang disebut dengan anak korban, anak saksi, dan
didalam Perma No.3 Tahun 2017 juga di atur, disana diatur tidak
boleh diskriminatif dan sebagainya”®*

Dalam hal tersebut dikuatkan lagi dengan adanya pasal 2 Perma
No.3 Tahun 2017 terkait asas dan tujuan yang didalamnya dijelaskan
bahwasannya dalam megadili seorang perempuan harus non diskriminasi,
memiliki hak yang sama didepan hukum, persamaan gender dan lain
sebagainya.

Berkaitan dengan kasus yang peneliti ambil yaitu perkara
nomor:108/Pid.Sus/2022/PN Jbr dalam persidangan terdakwa sedikit
menyangkal terkait perbutan yang sudah dilakukan kepada korban.
Berdasarkan hasil wawancara penulis kepada Bapak | Gusti Ngurah
Taruna Wirahdhika, S.H, M.H selaku hakim yang menangani perkara ini:

“terkait hal yang tidak diakui oleh pelaku itu boleh-boleh saja

karena itu salah satu hak terdakwa untuk melakukan pembelaan,

akan tetap Majelis Hakim tetap mempertimbangkan sebagaimana
fakta persidangan, fakta hukum, alat bukti, keterangan saksi
korban, keterangan ahli. Jadi ketika terdakwa tidak mengakui

Majelis Hakim tetap akan mengadili dengan seadil adilnya apalagi

korbannya perempuan dibawah umur yang dicabuli apalagi dalam

data perkara sudah ada hasil visum si korban yang benar-benar di

periksa oleh dokter di RS.Soebandi >

Dalam penjelasan hakim diatas tentunya sangat mencerminkan rasa

peduli terhadap perempuan dan menerapkan asas-asas sebagaimana ada

dalam Perma No0.3/2017 yakni mengedepankan keadilan dan sesuai

% | Gusti Ngurah Taruna Wirahdhika, S.H, M.H, diwawancarai oleh penulis, Jember, 17 Mei
2022.
% | Gusti Ngurah Taruna Wirahdhika, S.H, M.H, diwawancarai oleh penulis, Jember, 17 Mei
2022.
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dengan pasal 4 Pema No0.3/2017 bahwa dalam mempertimbangkan
putusannya hakim harus mengacu kepada fakta yang ada dalam
persidangan.

Dalam kasus perkara nomor :49/Pid.B/2022/PN Jbr yang juga
diambil oleh peneliti kebetulan korbannya sama yaitu anak dibawah umur
yang di lecehkan oleh seorang laki-laki yang sudah berkeluarga. Dalam
persidangan terdakwa mengakui semua perbuatannya dan tidak ada yang
disembunyikan seperti halnya perkara nomor 108/Pid.Sus/2022/PN Jbr.

Dalam 2 perkara diatas tentunya ada dampak yang didapatkan oleh
korban seperti yang sudah dijelaskan dalam pasal 4 PermaNo.3/2017
bahwa korban akan mengalami dampak psikis yang harus diberikan
perhatian khusus dalam mengadili perkaranya.

Dalam wawancaranya penulis dengan Sigit Triatmojo, S.H, M.H
selaku hakim pengadilan negeri jember menjelaskan:

“dampak yang dialami oleh korban pelecehan seksual khususnya

perempuan itu sangat banyak, salah satunya yang paling banyak

ialah dampak sosiologis seperti rasa malu kepada lingkungan
sekitar, tidak mau sekolah dan jarang berinteraksi kepada sesame.

Dampak psikis juga didaptkan oleh seorang korban seperti rasa

takut dan stress sehingga dalam proses pemeriksaan korban

pelecenhan ‘seksual jika ~mengalamidampak tersebut’ hakim
mempunyai wewenang untuk memberikan pendampingan oleh
psikiater agar si korban bisa dengan tenang saat memberikan
keterangan.”66
Penjelasan yang diberikan oleh hakim diatas mencerminkan

bahwasannya Hakim Pengadilan Negeri Jember menerapkan pasal 9

PermaNo.3 Tahun 2017 yakni apabila perempuan berhadapan dengan

% Sigit Triatmojo, S.H, M.H, diwawancarai oleh penulis, Jember, 17 Mei 2022
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hukum mengalami hambatan fisik atau psikis hakim dapat menghadirkan

pendampingan bagi korban tersebut.

C. Pembahasan Temuan

Berikut adalah hasil temuan yang didapatkan oleh peneliti pada saat

melakukan penelitian:

Tabel 4.3
Temuan Peneliti

No. Fokus Penelitian

Hasil Temuan

Bagaimana Proses
pemeriksaan perempuan
berhadapan dengan hukum
terhadap perkara

Pengadilan Negeri Jember

1. Pada saat proses

pelecehan seksual di 2.

pemeriksaan
perkara majelis hakim Pengadilan
Negeri Jember selalu bertindak
adil

Hakim Pengadilan Negeri Jember
memberi perhatian khusus kepada
seorang wanita yang menjadi
korban pelecehan seksual.

Majelis Hakim selalu menegur
penasehat hukum yang memberi
pertanyaan atau pernyataan tidak
jelas ketika sidang berlangsung
Majelis hakim selalu
mengedepankan  fakta hukum
yang ada daripada keterangan
yang diberikan oleh terdakwa
yang mengada-ngada

perma no.3 tahun 2017
tentang pedoman
mengadili perkara

dengan hukum di
Pengadilan Negeri Jember

Bagaiamana implementasi. | 1.

perempuan berhadapan 2.

Pada semua proses persidangan
yang dilakukan di Pengadilan
Negeri Jember 'sudah menerapkan
Perma No.3 Tahun 2017

Hakim Pengadilan Negeri Jember
memberikan hak dan kewajiban
seorang perempua yang menjadi
korban pelecehan seksual.

Dari 2 perkara yakni perkara
Nomor: 108/Pid.Sus/2022/PN Jmr

dan Nomor: 49/Pid.B/2022/PN
Jmr  tidak ada terjadinya
diskriminasi saat proses

persidangan.
Dalam memutus perkara para
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Majelis Hakim tidak semena-
mena karena hakim  selalu
mengedepankan keadilan.

1. Proses pemeriksaan perempuan berhadapan dengan hukum terhadap

perkara pelecehan seksual di pengadilan negeri jember

Pada kasus di Pengadilan yang korbannya perempuan,
mendapatkan perhatian khusus dari Majelis Hakim karena dampak bagi
seorang perempuan yang menjadi korban pelecehan seksual sangat banyak
baik dari segi sosial dan fisiknya. Seperti yang sudah di dapatkan oleh
penulis saat melakukan wawancara kepada Bapak Ngurah dan Bapak Sigit
selaku hakim Pengadilan Negeri Jember bahwa dampak perempuan
sebagai korban khususnya pelecehan seksual itu sangat besar karena akan
berpengaruh kepada masa depan si korban.

Perma ini memuat dasar menegenai konsep dari kesetaraan gender,
hal ini terlihat bagaimana cara berperilaku hakim yang seharusnya, dan di
dalam Perma sudah sangat lengkap diatur terkait hal-hal apa saja yang
tidak boleh dilakukan oleh hakim. Di dalam Perma ini- juga menjadi
pertimbangan hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara perempuan
yang berhadapan dengan hukum, misalnya seperti status sosial, fisik yang
tidak berdaya, maupun dampak psikis.

Dalam fakta persidangan yang peneliti ikuti Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Jember cukup menerapkan peraturan yang di berikan

olenh Perma seperti halnya menegur dan mencegah para pihak yang



65

memberikan pertanyaan yang sifatnya merendahkan, menyalahkan bahkan
mengintimidasi seorang korban perempuan.

Hasil temuan yang peneliti ketahui bahwasannya dalam
memberikan putusan Majelis Hakim tetap berpegang teguh kepada fakta
hukum yang ada dan berdasarkan bukti-bukti yang kuat yang sudah
tercantum dalam data perkara tersebut.

Putusan perkara nomor 108/Pid.Sus/2022/PN Jbr dan putusan
perkara nomor 49/Pid.B/2022/PN Jbr yang diputuskan oleh Majelis Hakim
Pengadilan Negeri jmber cukup membuktikan bahwasannya mereka
memberikan keadilan yang sama didepan hukum tanpa adanya
diskriminasi bagi seorang perempuan yang menjadi korban pelecehan
seksual.

Berdasarkan hasil temuan peneliti dampak yang di dapatkan oleh
korban perkara nomor 108/Pid.Sus./2022/PN Jbr vyaitu si korban
mengalami dampak sosiologis sehingga korban malu untuk keluar rumah
dan tidak mau melanjutkan sekolahnya, korban juga mengalami dampak
psikis yang mengakibatkan korban selalu melamun dan stress, dan dampak
fisik yang dialami oleh korban yakni ‘mengalami robekan di-daeah alat
kelaminnya sampai sakit selama 3 hari.

Sedangkan dampak yang dialami korban nomor perkara
49/Pid.B/2022/PN Jbr yaitu dampak psikis yang mengakibatkan si korban
takut untuk sekolah dan merasa trauma dengan hal yang tidak pantas

mereka ketahui sebelum waktunya.
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implementasi perma no.3 tahun 2017 tentang pedoman mengadili
perkara perempuan berhadapan dengan hukum di pengadilan negeri
jember

Pelecehan seksual adalah hal yang sangat merugikan lebih
khususnya jika korbannya adalah seorang perempuan. Pelecehan sering
kali terjadi di tempat umum akan tetapi karena seorang perempuan hanya
merasakan takut dan tidak bertindak untuk melaporkannya sehigga
menjadi sebuah hal yang diremehkan oleh seorang pelakunya dan di
anggap hal yang sudah biasa terjadi. Tanpa mereka ketahui bahwasannya
tindakan yang dilakukan oleh mereka mengandung banyak konsekuensi
jika tindakannya dilaporkan kepada pihak berwajib.

Pelecehan seksual terbagi menjadi dua yakni secara verbal dan
secara fisik. Pelecehan secara verbal lebih sering terjadi karena bisa
dilakukan dengan jarak yang tidak terlalu dekat seperti memberikan siulan,
gurauan ataupun pernyataan yang menjatuhkan mengarah kepada hal
seksual dan seperti mengancam yang dapat dilakukan dimana saja,
sedangkan secara fisik adalah pelecehan yang dilakukan langsung kepada
tubuh korban seperti mencubit, meremas, mencium-dan hal lainnya yang
bersifat melecehkan dan dilakukan di tempat sepi sehingga ada usaha
untuk melakukan persetubuhan.

Dalam kasus yang peneliti ambil di Pengadilan Negeri Jember
yaitu nomor perkara: 108/Pid.Sus/2022/PN jmr dan nomor perkara :

49/Pid.B/2022/PN jbr termasuk dalam kategori pelecehan secara verbal



67

dan secara fisik. Nomor perkara: 108/Pid.Sus/2022/PN jmr termasuk
dalam kategori pelecehan seksual secara fisik karena terdakwa melakukan
perbuatan yang mencabuli korban seperti mencium, memeluk, meremas
payudara, hingga memasukkan jari kepada alat kelamin korban hingga
mengakibatkan alat kelamin korban mengalami robekan sesuai dengan
hasil visum yang sudah peneliti jelaskan dalam data perkara nomor 108
dan dilakukan di tempat yang sepi , sedangkan perkara nomor:
49/Pid.B/2022/PN jmr termasuk dalam kategori pelecehan seksual secara
verbal karena terdakwa tidak melalukan secara kontak fisik, tetapi
terdakwa memperlihatkan alat kelaminnya dalam keadaan tegang kepada
anak di bawah umur yang mau berangkat sekolah sehingga korban
mearasa takut dan kejadian ini berulang hingga 3 kali berturut-turut dan
dilakukan ditempat umum.

Dalam proses persidangan 2 perkara yang peneliti ambil dan
berdasarkan observasi yang peneliti lakukan semua prosesnya bejalan
dengan lancar tanpa adanya diskriminasi ataupun hal yang menyinggung
dari segi perkataan dan kebijakan yang diberikan oleh hakim.

Majelis hakim tetap berpegang teguh kepada fakta hukum yang ada
dalam persidangan ataupun sudah tertulis dalam berkas perkara meskipun
terkadang terdakwa memberi penjelasan yang mengada-ngada.
Berdasarkan fakta persidangan yang peneliti ikuti penanganan perempuan
berhadapan dengan hukum di Pengadian Negeri Jember sudah memnuhi

standar sebagaimana Perma No.3 Tahun 2017 dimana setiap menangani
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proses perempuan Yyang berkonfilk dengan hukum Majelis Hakim
menerapkan asas-asas sebagaiaman memeperlakuka perempuan sama
didepan hukum, kesetaraan gender, serta mengedepankan adanya keadilan,
dan memberikan kepastian hukum.

Dalam memeriksa dan mengadili Majelis Hakim tidak semena-
mena karena sangat memberikan perhatian khusus kepada perempuan
apalagi sebagai korban pelecehan seksual. Dalam memeriksa perkara
hakim selalu mengidentifikasi fakta persidangan. Tidak hanya itu Majelis
hakim juga tidak sedikitpun menunjukan sikap yang merendahkan atau
menyalahkan bahkan mengintimidasi perempuan. Karena mengingat etika
profesi hakim bertentangan juga dengan hal tersebut.

Mengingat peran dan posisi seorang hakim yakni mewujudkan
keadilan, mengingat sila ke-5 pancasila yakni keadilan sosial bagi seluruh
rakyat Indonesia, karena kadang meskipun banyak sekali undang-undang
di Indonesia bisa di tukar dengan selembar kertas kwitansi yang

didalamnya ada sebutan nominal kemauan seorang penegak hukum.



BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan uraian pembahasan diatas peneliti menyimpulkan bahwa:

1. Dalam proses pemeriksaan perempuan berhadapan dengan hukum di
Pengadilan Negeri Jember sudah bisa menerapkan Perma No0.3 Tahun
2017. karena di setiap langkah-langkah pemeriksaannya Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Jember sangat memberikan perlindungan khusus
kepada seorang perempuan yang menjadi korban khususnya pelecehan
seksual. Dalam mengadili dan memutus sebuah perkara Majelis Hakim
juga mempertimbangkan sebaik mungkin agar mencapai suatu keadilan.
Dalam proses pemeriksaan korban juga mendapatkan haknya sebagaimana
ada dalam dalam pasal 5 UU No0.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan
Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah menjadi UU No.31 Tahun
2014.

2. Implementasi Perma No.3 tahun 2017 tentang pedoman mengadili
perempuan berhadapan dengan hukum di Pengadilan Negeri Jember juga
diterapkan dan berjalan pada saat proses persidangan. Bisa dilihat dari
fakta persidangan bahwasannya tidak ada sedikitpun diskriminasi maupun
hal yang merendahkan atau menyalahkan dalam menjalani proses
persidangan. Majelis Hakim sangat berpegang teguh kepada fakta hukum
yang ada dibandingkan keterangan yang disampaikan oleh terdakwa.

Dalam memutus perkara Majelis Hakim juga mempertimbangkan sebaik
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mungkin terkait putusan yang akan diberikan agar tercipta keadilan di
depan hukum.
B. Saran

1. Dalam mengadili seorang perempuan berhadapan dengan hukum
hendaknya Majelis Hakim lebih mempelajari Perma No0.3/2017 tentang
pedoman mengadili perempuan berhadapan dengan hukum, karena Perma
tersebut sangat mewakili hak dan keadilan seorang perempuan yang
terkadang diremehkan oleh penegak hukum.

2. Bagi seorang perempuan di seluruh Indonesia agar selalu menjaga diri dan
penampilannya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak di inginkan seperti
pelecehan yang akan merugikan dirinya sendiri di dunia maupun di

akhirat.
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No.1084, 2017

MA. Mengadili Perkara Perempuan. Pedoman.

PERATURAN MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN MENGADILI PERKARA PEREMPUAN BERHADAPAN

Menimbang

DENGAN HUKUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

a.

bahwa perlindungan terhadap warga negara dari segala
tindakan diskriminasi merupakan implementasi dari hak
konstitusional sebagaimana tertuang dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
bahwa Indonesia telah meratifikasi Kovenan Internasional
tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (International Covenant
on Civil and Political Right/ICCPR) dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan
International Covenant on Civil and Political Rights
(Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik)
yang menegaskan bahwa semua orang adalah sama di
hadapan hukum dan peraturan perundang-undangan
melarang diskriminasi serta menjamin perlindungan yang
setara bagi semua orang dari diskriminasi berdasarkan
alasan apapun, termasuk jenis kelamin atau gender:
bahwa Indonesia sebagai negara pihak dalam Konvensi
Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap
Perempuan (Convention on the Elimination of All Forms of
Discrimination  Against Women/CEDAW) mengakui

www.peraturan.go.id
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Mengingat

1.

-3

kewajiban negara untuk memastikan bahwa perempuan
memiliki akses terhadap keadilan dan bebas dari
diskriminasi dalam sistem peradilan;

hahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huraf a, huraf b dan huruf ¢, perlu
menetapkan Peraturan Mahkamah Agung tentang
Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan
dengan Huloam;

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang
Penpgesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala
Bentuk Diskiriminasi Terhadap Wanita (Convention on
The Elimination of All Forms of Discrimination Against
Women) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3277);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
Eepublik Indonesia Nomor 3316) sebagaimana telah
beberapa kali dinbah, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara
Eepublik Indonesia Nomor 4958];

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang
Penpgesahan International Covenant on Civil and Political
Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan
Politik] (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4558);

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633)
sehagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

www. peraturan.go.id
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Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan
Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara
Eepublik Indoneszia Nomor 5602);

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3076).

MEMUTUSEAN:

PERATURAN MAHEKAMAH AGUNG TENTANG FEDOMAN
MENGADILI PERKARA PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN
HUKUM.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Paszal 1

Dalam Peraturan Mahkamah Agung ini yang dimaksud

dengan:

L.

Perempuan  Berhadapan dengan Hukum  adalah
perempuan yang berkonflik dengan hukum, perempuan
sebagai  korban, perempuan sebagai  saksi atau
perempuan sebagai pihale.

Jenis Kelamin adalah status fisik, fisiologis, dan biologis
yvang dicirikan sebagai laki-laki dan perempuan.

Gender adalah konsep yang mengacu pada peran, fungsi
dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan vang terjadi
akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan
budaya masyarakat.

Kesetaraan Gender adalah kesamaan dan keseimbangan
kondisi antara laki-laki dan perempuan untuk
memperoleh  kesempatan dan  hak-haknya sebagai
manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi di
berbagai bidang.

www. peraturan.go.id
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Analizis Gender adalah proses yang dibangun secara
gistemnatik untuk mengidentifikazi dan memahami
pembagian kerja atau peran laki-laki dan perempuan,
akses dan kontrol terhadap sumber daya pembangunan,
partisipasi dalam proses pembangunan dan manfaat
yvang mereka nikmati, pola hubungan antara laki-laki dan
perempuan vang timpang, yang di dalam pelaksanaannya
memperhatikan faktor lainnya seperti kelas sosial, ras
dan suku bangsa.

Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil
terhadap laki-laki dan perempuan.

Stereotip Gender adalah pandangan umum atau kesan
tentang atribut atau karakteristik yang seharusnya
dimiliki dan diperankan perempuan atau laki-laki.
Diskriminasi Terhadap Perempuan adalah segala
pembedaan, penpgucilan atau pembatasan yang dibuat
atas dasar jenis kelamin yang mempunyai dampak atau
tujuan untuk mengurangl atan meniadakan pengakuan,
penikmatan, atau penggunaan hak asasi manusia dan
kebebasan-kebebasan pokok di bidang hubum, politil,
ekonomi, sosial, budaya, sipil atau bidang lainnyva oleh
perempuan, terlepas dari status perkawinan mereka atas
dasar kesetaraan antara laki-laki dan perempuan.

Relasi Kuasa adalah relasi yang bersifat hierarkis,
ketidaksetaraan dan/atan ketergantungan status sosial,
budaya, pengetahuan/pendidikan danfatan elkonomi
yvang menimbulkan kekuasaan pada satu pihak terhadap
pihak lainnya dalam kontelis relasi antar gender sehingga
merugikan pihak yang memiliki posisi lebih rendah.
Pendamping adalah seseorang atau  kelompok atau
organisasi yang dipercaya dan fatan merniliki
keterampilan dan pengetahuan untuk  mendampingi
Perempuan Berhadapan dengan Hukum dengan tujuan
membuat perempuan merasa aman dan nyaman dalam
memberikan  keterangan  selama  proses  peradilan
herlangsung.
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BAB II
ASAS DAN TUJUAN
Pasal 2

Hakim mengadili perkara Perempuan Berhadapan dengan
Hukum berdasarkan asas:

penghargaan atas harkat dan martabat manusia;

non diskriminasi;

Kesetaraan Gender;

persamaan di depan hukum;

keadilan;

kemanfaatan; dan

kepastian hukum.

WM. g pnf £iP

Pasal 3

Pedoman mengadili perkara Perempuan Berhadapan dengan

Hukum bertujuan agar hakim:

a. memahami dan menerapkan asas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2;

b. mengidentifikasi situasi perlakuan yang tidak setara
sehingga  mengakibatkan  Diskriminasi  Terhadap
Perempuan; dan

c. menjamin hak perempuan terhadap akses yang setara
dalam memperoleh keadilan.

BAB III
PEMERIKSAAN PERKARA

Pasal 4
Dalam pemeriksaan perkara, hakim agar mempertimbangkan
Kesetaraan Gender dan non-diskriminasi, dengan
mengidentifikasi fakta persidangan:
a. ketidaksetaraan status sosial antara para pihak yang
berperkara;
b. ketidaksetaraan perlindungan hukum yang berdampak
pada akses keadilan;
c¢. diskriminasi;
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dampalk psikis yvang dialami korban;

ketidakberdayaan fisik dan psilds korban;

Eelasi Kuasa yang mengakibatkan korban/saksi tidak
herdava; dan

riwayat kekerasan dari pelaku terhadap korban /salesi.

Paszal 5

Dalam pemeriksaan Perempuan Berhadapan dengan Huboim,
hakim tidak boleh:

a.

menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan yang
merendahkan, menyalahkan danfatan mengintimidasi
Perempuan Berhadapan dengan Huloum;

memhbenarkan terjadinya Diskriminazi  Terhadap
Perempuan dengan menggunakan kebudayaan, aturan
adat, dan praktik tradisional lainnya —maupun
menggunakan penafsiran ahli yang bias Gender;
mempertanyakan dan/atau mempertimbangkan
mengenai pengalaman atau latar belakang selsualitas
korban sebagai dasar untuk membebaskan pelalu atan
meringankan huluman pelaku; dan

mengelunarkan  pernyataan atan  pandangan  yang
mengandung Stereotip Gender.

Paszal 6

Hakim dalam mengadili perkara Perempuan Berhadapan
dengan Huloam:

a.

mempertimbangkan Kesetaraan Gender dan Stereotip
Gender dalam peraturan perundang-undangan dan
hukum udak tertulis;

melakukan penafsiran peraturan perundang-undangan
danfatan hukum tidak tertulis yang dapat menjamin
Kesetaraan Gender;

menggali nilai-nilai hukum, kearifan lokal dan rasa
keadilan yang hidup dalam masyarakat guna menjamin
Kesetaraan Gender, perlindungan yang setara dan non
diskriminasi; dan

www. peraturan.go.id



i 2017, No.1084

mempertimbangkan penerapan konvensi dan perjanjian-
perjanjian internasional terkait Kesetaraan Gender yang
telah diratifikasi.

Paszal 7

Selama jalannya pemeriksaan persidangan, hakim agar

mencegah dan/atan menegur para pihak, penasihat hukum,

penuntut uwmum danfatau kuasa hukum yang bersikap atau

membuat pernyataan yang merendahkan, menyalahkan,

mengintimidasi dan/atau menggunakan pengalaman atau
latar belakang seksualitas Perempuan Berhadapan dengan

Hukum.

(1)

(2)

(3)

Paszal 8
Hakim agar menanyakan kepada perempuan sebagai
korban tentang kerugian, dampak kasus dan kebutuhan
untuk pemulibhan.
Hakim agar memberitahukan kepada korban tentang
haknya untuk melakukan penggabungan perkara sesuai
dengan Pasal 98 dalam Kitab Undang-Undang Hukum
Acara Pidana dan/atau gugatan hiasa atau permohonan
restitusi  sebagaimana diatur di  dalam ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Dalam hal pemulihan korban atau pihak yang dirugikan,
hakim agar:
a. konsisten dengan prinsip dan standar hak asasi
manusia;
b.  bebas dari pandangan Stereotip Gender; dan
c. mempertimbangkan situasi dan kepentingan korban
dari kerugian wang tidak proporsional akibat
ketidaksetaraan Gender.

Paszal 9

Apabila Perempuan Berhadapan dengan Hulum mengalami
hambatan fisik dan psikis sehinpga membutuhkan
pendampingan maka:
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Hakim  dapat menyarankan kepada Perempuan
Berhadapan dengan Hukum untuk menghadirkan
Pendamping; dan

Hakim dapat mengabulkan permintaan Perempuan
Berhadapan dengan Hukum untuk menghadirkan
Pendamping.

Pasal 10

Hakim atas inisiatif sendiri dan fatau permohonan para pihalk,
penuntut umum, penasihat hukum dan/fatan korban dapat

memerintahkan Perempuan Berhadapan dengan Hukum

untuk didengar keterangannya melalui pemeriksaan dengan

komunikasi audio visual jarak jauh di pengadilan setempat

atau di tempat lain, apahila:

a.

kondisi mental/jiwa Perempuan Berhadapan dengan
Hukum tidak sehat diakibatkan oleh raza takut/trauma
paikis berdasarkan penilaian dokter atau psikolog;
berdasarkan penilaian hakim, keselamatan Perempuan
Berhadapan dengan Hukum tidak terjamin apabila
berada di tempat umum dan terbuka; atan

berdasarkan keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan
Korban (LPSK), Perempuan Berhadapan dengan Hukum
dinyatakan berada dalam program perlindungan salesi
danfatan korban dan menurut penilaian LPSK tidak
dapat hadir di persidangan untuk memberikan
keterangan baik karena alasan keamanan maupun
karena alasan hambatan fisik dan psikis.

BAB IV
PEMERIKSAAN UJI MATERIIL

Pasal 11

Dalam hal Mahkamah Apung melakukan pemeriksaan wji
materiil yang terkait dengan Perempuan Berhadapan dengan
Hukum, agar mempertimbanghkan:

a.

prinsip hak asasi manusia;
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b. kepentingan terbaik dan pemulihan  Perempuan
Berhadapan dengan Huloam;

c. konvensi danfatan perjanjian internasional terkait
Kesetaraan Gender vang telah diratifikasi;

d. Relasi Kuasa szerta setiap pandangan Stereotip Gender
yvang ada dalam peraturan perundang-undangan; dan

€.  Analisis Gender secara komprehensif.

BAB WV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Mahkamah Apung ini mulai berlakn pada tanggal
diundanglan.
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